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LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR 

NOMOR  : 

TANGGAL  : 

TENTANG : RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Kota Bogor 

tahun 2025-2026 dilaksanakan sehubungan dengan amanat Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 15, yang 

menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra dan Renja 

Perangkat Daerah. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah adalah persiapan penyusunan, penyusunan 

rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat 

Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan 

penetapan. Masih dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sama pada 

pasal 13 ayat 1 dapat diketahui bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat 

tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 

Daerah. 

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor  

Tahun 2025-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang memiliki prioritas 

pembangunan terkait pembangunan manusia yang berkualitas dan 
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berdaya saing, pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan 

berkelanjutan, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang 

berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing 

ekonomi daerah, dan terakhir pembangunan mengenai kualitas tata 

kelola pemerintahan. Atas beberapa hal yang menjadi prioritas 

pembangunan Kota Bogor tersebut, maka tema RPD Kota Bogor Tahun 

2025-2026 adalah 

“MEMPERKOKOH KEMANDIRIAN MASYRAKAT” 

Selain menyelaraskan dengan tema yang diungkit dalam RPD Kota Bogor 

Tahun 2025-2026, Renstra Disdukcapil Kota Bogor Tahun 2025-2026 

pun selaras dengan tujuan dan sasaran sebagaimana yang tercantum 

RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor menjadi perangkat daerah yang mendukung tujuan RPD 

Kota Bogor, yaitu 

“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan” 

& 

“Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya 

Saing” 

Renstra Disdukcapil Kota Bogor disusun dengan memperhatikan 

sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi 

pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Renstra Disdukcapil 

Kota Bogor dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk 

menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang 

nantinya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja) 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. 

1.2 Landasan Hukum 

Dalam Proses Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 

Tentang Dana Perimbangan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 73); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 

Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 
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14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya 

melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, 

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah; 

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi 

Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024; 
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22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 

tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2024-2026; 

23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 

Nomor 12); dan 

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 tentang Tugas, 

Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Rencana Strategis satuan kerja Perangkat Daerah 2025-2026 adalah 

dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor 2025-2026, dimana setiap 

tahunnya selama periode perencanaan dijadikan pedoman dalam 

penyiapan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu 

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

a. Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2025-2026 

ialah: 

“Untuk Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 

perangkat daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu 

pada RPD Kota Bogor tahun 2025-2026”. 

b. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program 

dan indikasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bogor beserta indicator kinerja dan target kinerja pada tahun 

2025-2026. 
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2) Memberikan pedoman untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor dalam Menyusun Rencana Kerja Tahunan (tahun 

2025-2026). 

3) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan 

pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan 

dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir masa 

jabatan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bogor. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Rencana Pembangan Jangka Menengah/Perencanaan Strategis 

(Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Landasan Hukum 

1.3 Maksud dan Tujuan 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR 

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH 

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat daerah 

3.2 Isu Strategis 

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN 
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4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

4.2 Perjanjangan Kinerja Pelayanan Disdukcapil Tahun 2025-

2026 

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

7.1 Penetapan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan 

Sasaran Renstra (Indikator Kinerja Utama) Disdukcapil 

Tahun 2025-2026 

7.2 Penetapan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 (Indikator Kinerja 

Kunci) 

BAB 8 PENUTUP 
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BAB 2 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL KOTA BOGOR 

 

 

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang memiliki tugas pokok melaksanakan Sebagian urusan 

Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

mengacu pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 144 Tahun 2021. 

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

4. Pelaksanaan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

Dalam rangka mendukung pelasanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki struktur 

organisasi yang terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

a. Tugas Manajerial: 

1. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas yang meliputi Sekretariat, 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil, serta Bidang Penyajian Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

2. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan 

mengendalikan kegiatan bawahan; 

3. Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai 

dengan kewenangannya; 



2 
 

4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas 

kepada bawahan; 

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas kepada atasan; dan 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

b. Tugas Teknis: 

1. Merumuskan kebijakan teknis, pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, dan petunjuk teknis pembinaan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 

2. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 

3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil; 

4. Melaksanakan evaluasi bidang administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil; 

5. Mengendalikan pengelolaan dan pemeliharaan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

6. Mengoordinasikan pengendalian, pengembangan kualitas 

kependudukan, dan yustisi kependudukan; 

7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

pelayanan kependudukan kepada orang asing; 

8. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 

9. Melaksanakan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga 

di bidang kependudukan dan pencatatan sipil seizin Wali Kota; 

10. Melaksanakan tugas selaku Pengguana Anggaran, meliputi: 

a) Menyusun RKA-SKPD Dinas; 

b) Menyusun DPA-SKPD Dinas; 

c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja;  

d) Melaksanakan anggaran Dinas; 

e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
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f) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 

g) Menandatangani Surat Perintah Membayar; 

h) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi 

tanggung jawab Dinas; 

i) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dinas; 

j) Mengawasi pelaksanaan anggaran Dinas; 

k) Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan 

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 

l) Menetapkan pejabat lainnya lingkup Dinas dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; 

m) Menyusun anggaran kas Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

n) Menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah; 

o) Menyusun dokumen pemberian hibah dan bantuan sosial; 

p) Menyusun dokumen permintaan, pengesahan, pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, 

Bendahara Umum Daerah melakukan pencatatan dan 

pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; 

dan 

q) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 

Daerah; 

11. Melaksanakan tugas selaku Pengguna Barang meliputi: 

a) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang 

Milik Daerah lingkup Dinas; 

b) Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan 

barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 

lainnya yang sah; 

c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaannya; 
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d) Menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

dipimpinnya; 

e) Mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 

f) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan 

Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan; 

g) Menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain, kepada Wali Kota melalui 

Pengelola Barang; 

h) Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang 

Milik Daerah; 

i) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 

atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam 

penguasaannya; 

j) Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna 

semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang 

berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; 

12. Melaksanakan monitoring penerapan SP, menetapkan 

dokumen SOP, dan penyusunan SKM pada Dinas; 

13. Menetapkan perjanjian kinerja lingkup Dinas; dan 

14. Merumuskan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan 

lainnya lingkup Dinas. 
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2. Sekretariat 

a. Tugas Manajerial: 

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 

2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahan serta mengoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan bawahan; 

3. Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan 

pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar 

maupun naskah dinas; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan lingkup 

Sekretariat; dan 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

b. Tugas Teknis: 

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana 

kerja, rencana anggaran, penyelenggaraan kegiatan, dan 

penyusunan laporan Dinas dan Sekretariat; 

2. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan 

Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi 

umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset 

lingkup Dinas, dan kerumahtanggaan; 

3. Mengoordinasikan penghimpunan data, informasi, dan 

dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan; 

4. Mengoordinasikan perhitungan kebutuhan dan pengadaan 

barang cetakan/blanko akta-akta, Kartu Tanda Penduduk, 

Kartu Keluarga, Buku Register Catatan Sipil, dan formulir 

permohonan, serta pendistribusiannya; 

5. Mengoordinasikan penyusunan naskah rancangan produk 

hukum daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
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6. Melaksanakan fasilitasi pemberian informasi kepada 

masyarakat dan melaksanakan fasilitasi pengaduan 

Masyarakat; 

7. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan 

Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi: 

a) Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan, 

Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang, Surat 

Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan Surat 

Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran; 

b) Menyiapkan Surat Perintah Membayar; 

c) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; 

d) Melaksanakan fungsi akuntansi pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; dan 

e) Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah; 

8. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna 

Barang meliputi: 

a) Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang 

Milik Daerah pada Pengguna Barang; 

b) Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan 

barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan 

lainnya yang sah; 

c) Meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah 

yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang; 

d) Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah 

selain tanah dan/atau bangunan; 

e) Mengusulkan rencana penyerahan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan 

untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
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Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh 

pihak lain; 

f) Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan 

Barang Milik Daerah; 

g) Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang; 

h) Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang 

dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang 

penyimpanan; 

i) Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan 

setiap semester dan setiap tahun; 

j) Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan 

persetujuan atas perubahan kondisi fisik Barang Milik 

Daerah; dan 

k) Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang 

disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna; 

9. Mengoordinasikan penyusunan dan pengelolaan anggaran, 

administrasi keuangan, gaji, dan tunjangan penghasilan 

pegawai; 

10. Mengoordinasikan penyusunan pelaporan keuangan dan dana 

yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi, pemerintah daerah dan bantuan lainnya, laporan 

realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Dinas, 

dan insidentil serta melaksanakan analisis prognosis realisasi 

anggaran; 

11. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan 

Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas; 

12. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan tanggapan 

pemeriksaan; 

13. Mengoordinasikan penyusunan SOP, SP, SKM, dan perjanjian 

kinerja lingkup Dinas; 

14. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 

lingkup Dinas; dan 
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15. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan laporan 

lainnya lingkup Dinas. 

 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Tugas Manajerial: 

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; 

3. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; dan 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

b. Tugas Teknis: 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, 

kearsipan, Barang Milik Daerah, dan kerumahtanggaan 

lingkup Dinas; 

4. Melaksanakan penatausahaan barang pengguna meliputi: 

a) Menyusun rencana kebutuhan dan penganggaran Barang 

Milik Daerah lingkup Dinas; 

b) Membuat usulan permohonan penetapan status 

penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan 

perolehan lainnya yang sah; 

c) Mengoordinir pencatatan dan inventarisasi Barang Milik 

Daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang; 
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d) Membuat konsep pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah 

selain tanah dan/atau bangunan; 

e) Membuat rencana penyerahan Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 

Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; 

f) embuat usulan pemusnahan dan penghapusan Barang 

Milik Daerah; 

g) Mengoordinasikan penyusunan laporan barang semesteran 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang; 

h) Meneliti Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan 

Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan 

barang milik daerah dari gudang penyimpanan; 

i) Mengoordinasikan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan 

setiap semester dan setiap tahun; 

j) Membuat laporan atas perubahan kondisi fisik Barang 

Milik Daerah; dan 

k) Menverifikasi laporan mutasi barang setiap bulan yang 

disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna; 

5. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan 

aset Dinas; 

6. Melaksanakan pendistribusian blanko kependudukan dan 

catatan sipil ke unit pengguna; 

7. Menyusun usulan peningkatan kapasitas dan pengembangan 

Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan atau 

pelatihan teknis, magang, tugas belajar, izin belajar dan lainnya 

lingkup Dinas; 

8. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengelolaan Sumber 

Daya Manusia meliputi validasi data pegawai, pengurusan 

administrasi kepegawaian meliputi Surat Keterangan Untuk 

Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, usulan 

kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, usulan pembuatan 
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Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, kartu kepesertaan 

Badan Pengelola Jaminan Pegawai, dan pengelolaan SIMPEG 

serta administrasi kepegawaian lainnya; 

9. Mengelola penyediaan informasi kepada masyarakat dan 

menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat; 

10. Melaksanakan koordinasi pembinaan kepegawaian lingkup 

Dinas; 

11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peta jabatan, analisis 

jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup 

Dinas; 

12. Menghimpun Sasaran Kerja Pegawai lingkup Dinas; 

13. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 

lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

14. Menyusun perjanjian kinerja dan konsep SOP lingkup Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

15. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

a. Tugas Manajerial: 

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan; 

2. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan 

tugas kepada bawahan; 

3. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

5. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;  

6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; dan 

7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

b. Tugas Teknis: 

1. Menyusun konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis di Sub Bagian Perencanaan 

dan Keuangan; 
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2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan; 

3. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 

lingkup Dinas; 

4. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana 

strategis, dan rencana kerja Dinas; 

5. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama dan 

Indikator Kinerja Individu lingkup Dinas; 

6. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, dan laporan lainnya lingkup Dinas; 

7. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi kegiatan 

sebagai bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas; 

8. Menyusun dan menyiapkan bahan konsep kerja sama dengan 

pihak lain, pihak ketiga dan luar negeri yang berkaitan dengan 

urusan bidang tenaga kerja; 

9. Memfasilitasi penyusunan SOP, SP, dan SKM lingkup Dinas; 

10. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 

11. Mengelola gaji dan tunjangan penghasilan pegawai; 

12. Melaksanakan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah 

lingkup Dinas meliputi verifikasi Surat Permintaan 

Pembayaran-Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-

Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran-Tambah Uang, dan 

Surat Permintaan Pembayaran-Langsung beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi laporan 

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran, pelaksanaan fungsi akuntansi, dan penyusunan 

laporan keuangan; 

13. Melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan dan yang 

bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

bantuan lainnya, laporan realisasi keuangan bulanan, 

triwulan, tahunan/neraca dinas dan insidentil serta 

melaksanakan analisis prognosis realisasi anggaran; 

14. Melaksanakan penyusunan tanggapan pemeriksaan; 
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15. Menyusun konsep SOP Sub Bagian Perencanaan, Keuangan 

dan Pelaporan; 

16. Menyiapkan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

17. Menyusun perjanjian kinerja lingkup Sub Bagian Perencanaan 

dan Keuangan serta menghimpun perjanjian kinerja lingkup 

Dinas; dan 

18. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan insidentil Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan serta lingkup Dinas. 

 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

a. Tugas Manajerial: 

1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk yang meliputi Kelompok Substansi Identitas 

Penduduk, Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk, dan 

Kelompok Substansi Pendataan Penduduk; 

2. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan 

mengendalikan kegiatan bawahan; 

3. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya; 

4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk; dan 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

b. Tugas Teknis: 

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk; 

2. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana 

kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta 
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perjanjian kinerja lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk; 

3. Mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-

SKPD lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

4. Mengoordinasikan penyusunan laporan dan 

pertangggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 

5. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan yang meliputi pemeriksaan dan penelitian 

pendaftaran penduduk, pindah datang penduduk, pendataan 

administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia, dan 

orang asing serta pengawasan mobilitas administrasi 

kependudukan; 

6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian administrasi 

kependudukan yang meliputi pendataan penduduk non 

permanen dan rentan administrasi kependudukan; 

7. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, pengumpulan, 

analisis, dan diseminasi data terkait pendaftaran dan 

perkembangan penduduk; 

8. Mengoordinasikan pelaksanaan pernyusunan tata cara 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, 

pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan administrasi 

kependudukan; 

9. Mengoordinasikan pengendalian pelayanan administrasi 

kependudukan yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan 

yustisi kependudukan, serta evaluasi kegiatan; 

10. Mengoordinasikan pendistribusian pengadaan dokumen 

kependudukan selain blanko Kartu Tanda Penduduk-

Elektronik, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk 

sesuai dengan kebutuhan; 

11. Mengoordinasikan pelaksanaan pencatatan, penatausahaan, 

dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk dan 

pelaporan peristiwa kependudukan; 

12. Mengoordinasikan fasilitasi penataan dan penyelesaian 

masalah pendaftaran penduduk; 
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13. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan pendaftaran penduduk; 

14. Mengoordinasikan pengadaan, pengelolaan dan pelaporan 

penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan 

buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk; 

15. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan sumber daya manusia di Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk; 

16. Mengoordinasikan pelaksanaan pencatatan dan pemutakhiran 

biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk 

Kependudukan, dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 

17. Mengoordinasikan pelaksanaan perekaman data hasil 

pemrosesan yang belum terekam pada Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik; 

18. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi 

mutasi kependudukan Warga Negara Indonesia dan orang 

asing melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

meliputi: 

a) Pencatatan dan pengolahan administrasi mutasi penduduk 

dan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta 

dokumen pindah datang penduduk dalam wilayah 

Republik Indonesia; 

b) Pendaftaran administrasi pindah datang antar Negara; 

c) Penatausahaan mutasi kependudukan Warga Negara 

Indonesia dan orang asing; dan 

d) Menyusun data dan informasi orang asing terkait 

administrasi kependudukan; 

19. Mengoordinasikan pencatatan atas pelaporan peristiwa 

kependudukan yang meliputi pindah datang, lahir dan mati, 

serta perubahan alamat domisili, pencatatan, penatausahaan, 

dan penerbitan dokumen; 

20. Mengoordinasikan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data 

pengendalian penduduk meliputi: pengendalian kuantitas 
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penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan 

mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan 

penduduk, serta pembangunan berwawasan kependudukan; 

21. Mengoordinasikan pengawasan perkembangan penduduk, 

pengendalian kependudukan dan perencanaan kependudukan 

serta menetapkan indikator kependudukan, proyeksi 

penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota; dan 

22. Mengoordinasikan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam kuantitas, 

pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas, dan 

persebaran penduduk, serta perlindungan penduduk. 

 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

a. Tugas Manajerial: 

1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil yang meliputi Kelompok Substansi Kelahiran, Kelompok 

Substansi Perkawinan dan Perceraian serta Kelompok 

Substansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan 

Kematian; 

2. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan bawahan; 

3. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya; 

4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas 

bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

b. Tugas Teknis: 

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil; 
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2. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana 

kerja dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta 

perjanjian kinerja lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

3. Mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-

SKPD Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

4. Mengoordinasikan penyusunan laporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; 

5. Mengoordinasikan pelaksanaan pencatatan, pelayanan, 

penatausahaan dan penerbitan dokumen Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil yang meliputi pencatatan kelahiran, 

perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan 

pengesahan anak, penerbitan dokumen kependudukan hasil 

pencatatan sipil, penatausahaan dokumen pencatatan sipil, 

pelaporan pencatatan sipil dari luar negeri, dokumentasi dan 

peristiwa penting lainnya; 

6. Mengoordinasikan pengumpulan, analisis, dan dokumentasi 

data pencatatan sipil; 

7. Mengoordinasikan penyusunan tata cara perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan 

pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil dan arsip 

dokumentasi; 

8. Mengoordinasikan pengadaan, pengelolaan dan pelaporan 

dokumen kependudukan yang meliputi blanko Kartu Identitas 

Anak, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai 

dengan kebutuhan; 

9. Mengoordinasikan penyelenggaraan pencatatan sipil, supervisi 

bersama dengan kantor Kementrian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang agama kabupaten/kota dan 

pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, 

talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam 

dalam rangka pembangunan basis data kependudukan terkait 

pencatatan sipil; 
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10. Mengoordinasikan pelayanan secara aktif pendaftaran 

peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting 

terkait pencatatan sipil; 

11. Mengoordinasikan penerimaan dan permintaan data 

kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui 

menteri terkait pencatatan sipil; 

12. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 

terkait pencatatan sipil; 

13. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan 

penerbitan akta kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan 

orang asing yang berdomisili di Daerah Kota serta pencatatan 

atas pelaporan akta kelahiran di luar negeri; 

14. Mengoordinasikan penerbitan kutipan tanda bukti lapor Akta 

Kelahiran dan identifikasi dan menyelesaikan masalah yang 

timbul dalam pelayanan pencatatan sipil; 

15. Mengoordinasikan pencatatan, verifikasi, koreksi data 

pemohon, penatausahaan, dan penerbitan pencatatan sipil, 

serta pencatatan buku register; 

16. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kutipan kedua akta, 

catatan pinggir pada register akta-akta pencatatan sipil, dan 

perubahan karena peraturan perundang-undangan; 

17. Mengoordinasikan penatausahaan data hasil pelayanan 

pencatatan sipil serta pemuktahiran data penduduk 

menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; 

18. Mengoordinasikan dokumentasi buku register catatan sipil dan 

berkas warkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

19. Mengoordinasikan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan 

pelaporan dokumen kependudukan yang meliputi formulir, dan 

buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan. 

 

5. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data 

a. Tugas Manajerial: 
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1. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penyajian Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang 

meliputi Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan, Kelompok Substansi Pengolahan dan 

Penyajian Data Kependudukan, serta Kelompok Substansi 

Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; 

2. Mendistribusikan pekerjaan, mengoordinasikan, dan 

mengendalikan kegiatan bawahan; 

3. Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai kewenangannya; 

4. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas 

Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data; 

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; 

6. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan; 

7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan Bidang Penyajian Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan 

8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya; 

b. Tugas Teknis: 

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis, pedoman, petunjuk 

pelaksanaan, petunjuk teknis di Bidang Penyajian Informasi 

Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

2. engoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja 

dan rencana anggaran, SOP, SP, dan SKM, serta perjanjian 

kinerja lingkup Bidang Penyajian Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

3. Mengoordinasikan bahan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-

SKPD lingkup Bidang Penyajian Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 

4. Mengoordinasikan penyusunan laporan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan lingkup 

Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data; 
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5. Melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah dan 

lembaga non-pemerintah di Daerah Kota dalam penerbitan 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

6. Menyelenggarakan pemanfaatan data kependudukan, 

sosialisasi, serta kerja sama dengan organisasi 

kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran 

penduduk; 

7. Merencanakan penetapan indikator kependudukan, proyeksi 

penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota; 

8. Melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan 

kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non 

pemerintah; 

9. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan meliputi pengelolaan 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pengolahan, 

dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber 

daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; 

10. Mengoordinasikan pengembangan jaringan Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan dan jaringan komunikasi 

informasi data kependudukan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan; 

11. Mengoordinasikan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan 

data serta penyimpanan dan pengembangan data informasi 

kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

12. Mengoordinasikan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan, penyajian dan pemutakhiran data 

kependudukan yang meliputi profil kependudukan dan 

penyuluhan serta evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan 

Dinas; 

13. Mengoordinasikan pengembangan kemitraan dengan lembaga 

perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan-

perusahaan dan radio-radio swasta atau pemerintah; 
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14. Mengoordinasikan advokasi, sosialisasi, publikasi, dan 

supervisi informasi administrasi kependudukan; 

15. Mengoordinasikan pengawasan atas pengelolaan administrasi 

kependudukan; 

16. Mengoordinasikan penyusunan dan pendayagunaan informasi 

atas indikator kependudukan hasil analisis dampak 

kependudukan skala kota, pengendalian kuantitas penduduk, 

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas 

persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk, serta 

pembangunan berwawasan kependudukan; 

17. Mengoordinasikan usulan penyediaan perangkat keras dan 

perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai 

dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat 

pelayanan dokumen kependudukan; 

18. Mengoordinasikan pengembangan sistem informasi 

administrasi kependudukan dan jaringan komunikasi data 

kependudukan; 

19. Mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan data pribadi 

penduduk pada bank data kependudukan skala Daerah Kota; 

20. Mengoordinasikan pemeliharaan hasil perekaman, pendataan 

penduduk, dan hasil pelayanan pendaftaran penduduk, dan 

pencatatan sipil; 

21. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, 

inventarisasi terkait penyusunan rancangan naskah kerja 

sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan inovasi pelayanan 

terkait pelayanan administrasi kependudukan; 

22. Mengoordinasikan penyelenggaraan, pengendalian, pembinaan 

dan pemanfaatan data kependudukan, sosialisasi, serta 

kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan 

tinggi terkait pendaftaran penduduk; dan 

23. Memfasilitasi penandatangan kerjasama dengan instansi yang 

tidak memiliki Memorandum of Understanding data dengan 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 
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Struktur Organisasi 

Susunan bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor dengan kedudukan sebagai Dinas Kota Bogor 

setingkat Eselon II, Adapun Kepala Dinas merupakan pejabat Eselon IIb, 

dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yang masing-masing 

merupakan pejabat Eselon IIIa dan IIIb dan dibawahnya merupakan 

pejabat Eselon IVa yang terdiri dari 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 9 

(Sembilan) Kelompok Substansi yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta bertanggung 

jawab secara langsung kepada Walikota Bogor. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memiliki 

struktur organisasi sebagai berikut: 

 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota (Lembaran 

Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) dan Peraturan Wali Kota Bogor 

Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Bogor tahun 2021 Nomor 144), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bogor mempunyai susunan bagan struktur organisasi yang terdiri 

dari: 

a) Kepala Dinas; 

Kepala Dinas 
Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
Kota Bogor

Sekretaris Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kota Bogor

Kepala Sub 
Bagian Umum 

dan 
Kepegawaian

Kepala Sub 
Bagian 

Perencanaan 
dan Keuangan

Kepala 
Bidang 

Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk

Kepala 
Bidang 

Pelayanan 
Pencatatan 

Sipil

Kepala Bidang 
Penyajian 
Informasi 

Administrasi 
Kependudukan 

dan Pemanfaatan 
Data
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b) Sekretariat membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangam; 

c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan: 

1. Kelompok Substansi Identitas Penduduk; 

2. Kelompok Substansi Pindah Datang Penduduk; 

3. Kelompok Substansi Pendataan Penduduk; 

d) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan: 

1. Kelompok Substansi Kelahiran; 

2. Kelompok Substansi Perkawinan dan Perceraian; 

3. Kelompok Substansi Perubahan Status Anak, 

Pewarganegaraan dan Kematian; 

e) Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data membawahkan: 

1. Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

2. Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data 

Kependudukan; 

3. Kelompok Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan 

f) Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia terdiri dari jumlah kualifikasi/jenis 

Pendidikan, jabatan (Struktural/Fungsional), tenaga yang baru 

diangkat (CASN), tenaga yang pensiun pada tahun 2023 dan 

pegawai Non-ASN sebagaimana diagram berikut: 

a. Diagram jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan kelompok umur 
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Sumber: Simpeg Disdukcapil Kota Bogor 

 

b. Diagram jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan jenis kelamin 

 

Sumber: Simpeg Disdukcapil Kota Bogor 

 

c. Diagram jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Pendidikan 

1

3

15

8
7

1
2

6
5

2

<30 30-39 40-49 50-54 >55

Laki-Laki Perempuan

Laki-Laki
68%

Perempuan
32%
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Sumber: Simpeg Disdukcapil Kota Bogor 

 

d. Diagram jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan golongan 

 

Sumber: Simpeg Disdukcapil Kota Bogor 

 

Sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bogor sudah cukup memadai. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai 

perempuan lebih sedikit dari pegawai laki-laki. Struktur 

Pendidikan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bogor di dominasi oleh S1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang 

atau 46%, sedangkan SMA sebanyak 20 (dua puluh) orang atau 

1
3

23

2

20

1

0

5

10

15

20

25

1
S3 Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1)

Diploma III SMA/Sederajat SMP/Sederajat

1
2

1

12

4

7

10 10

1 1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b

III/a II/d II/c I/d PPPK
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40%, disusul S3 dan D3 sebanyak 5 (lima) orang atau 10%, dan 

SMP serta S3 sebanyak 1 (satu) orang atau 4%. 

Dalam menunjang kegiatan-kegoatan yang dilaksanakan, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tidak bisa 

dipisahkan dari kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

karena ini merupakan tulang punggung yang menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu program dan kegiatan 

 

Tabel 2.1 Rencana Kebutuhan SDM Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

No Nama Jabatan 

Bezetting 
Pegawai 
Saat Ini 

per  
Desembe

r 2023 

Kebutuha
n 

Pegawai 
Berdasar
kan ABK 

Proyeksi  

Jumlah Yang Akan 
Pensiun 

Pegawai Yang 
Dibutuhkan 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Jumlah Seluruhnya 50 104 3 0 2 86 74 75 

A 
Jabatan 
Struktural 

                

1 Kepala Dinas 1 1 0 0 0 1 0 1 

2 Sekretaris 1 1 1 0 0 1 1 1 

3 
Kasubag Umum 
Dan 
Kepegawaian 

1 1 0 0 0 1 1 1 

4 

Kasubag 
Perencanaan, 
Pelaporan dan 
Keuangan 

1 1 0 0 0 1 1 1 

5 

Kepala Bidang 
PIAK dan 
Pemanfaatan 
Data  

1 1 0 0 0 1 1 1 

6 

Kepala Bidang 

Pendaftaran 
Penduduk  

1 1 0 0 0 1 1 1 

7 
Kepala Bidang 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil  

1 1 0 0 0 1 1 1 

B 
Jabatan 
Fungsional 

                

1 
Analis 
Kebijakan 
Madya 

0 9 0 0 0 1 1 1 
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No Nama Jabatan 

Bezetting 
Pegawai 
Saat Ini 

per  
Desembe

r 2023 

Kebutuha
n 

Pegawai 
Berdasar
kan ABK 

Proyeksi  

Jumlah Yang Akan 
Pensiun 

Pegawai Yang 
Dibutuhkan 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Jumlah Seluruhnya 50 104 3 0 2 86 74 75 

2 
Analis 
Kebijakan Muda 

7 9 0 0 1 9 9 9 

3 

Administrator 
Data Base 
Kependudukan 
Madya 

0 1 0 0 0 1 1 1 

4 

Administrator 
Data Base 
Kependudukan 
Muda 

0 1 0 0 0 1 1 1 

5 

Administrator 
Data Base 
Kependudukan 
Pertama 

1 1 0 0 0 0 1 1 

6 

Operator Sistem 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
Mahir 

0 6 0 0 0 6 0 0 

7 

Operator Sistem 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
Pelaksana 

0 6 0 0 0 6 0 0 

8 
Pranata 
Komputer Muda 

0 1 0 0 0 1 1 1 

9 
Pranata 
Komputer 
Pertama 

0 1 0 0 0 1 1 1 

10 
Penata Laksana 
Barang 
Terampil 

0 1 0 0 0 1 1 1 

11 
Arsiparis 
Terampil 

0 3 0 0 0 3 3 3 

C 
Jabatan 
Pelaksana 

                

 Sekretariat                 

1 
Analis Sumber 
Daya Manusia 
Aparatur 

1 1 0 0 0 1 1 1 

2 
Analis 
Perencanaan, 

1 2 0 0 0 2 2 2 
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No Nama Jabatan 

Bezetting 
Pegawai 
Saat Ini 

per  
Desembe

r 2023 

Kebutuha
n 

Pegawai 
Berdasar
kan ABK 

Proyeksi  

Jumlah Yang Akan 
Pensiun 

Pegawai Yang 
Dibutuhkan 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Jumlah Seluruhnya 50 104 3 0 2 86 74 75 

Evaluasi dan 
Pelaporan 

3 Bendahara 1 1 0 0 0 1 1 1 

4 

Verifikator data 

Laporan 
Keuangan 

1 1 0 0 0 1 1 1 

5 
Pengelola 
Keuangan 

0 1 0 0 0 1 1 1 

6 

Pengelola 
Pemanfaatan 
Barang Milik 
Daerah 

2 3 0 0 0 3 3 3 

7 
Pengelola 
Rumah Tangga 

2 2 0 0 0 0 0 0 

8 
Pengelola Bahan 
Perencanaan 

0 1 0 0 0 1 1 1 

9 
Pengadministra
si Umum 

1 2 0 0 0 2 2 2 

 

Bidang 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

                

10 

Analis 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

0 3 0 0 0 3 3 3 

11 
Pengolah Data 
Pelayanan 

13 13 1 0 0 13 13 13 

12 
Pengadministra
si 
Kependudukan 

0 12 0 0 0 12 12 12 

 

Bidang 
Pelayanan 
Pencatatan 
Sipil 

                

13 

Analis 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil 

1 3 0 0 0 3 3 3 

14 
Pengolah Data 
Pelayanan 

5 5 0 0 1 5 5 5 
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No Nama Jabatan 

Bezetting 
Pegawai 
Saat Ini 

per  
Desembe

r 2023 

Kebutuha
n 

Pegawai 
Berdasar
kan ABK 

Proyeksi  

Jumlah Yang Akan 
Pensiun 

Pegawai Yang 
Dibutuhkan 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Jumlah Seluruhnya 50 104 3 0 2 86 74 75 

15 

Pengadministra
si Akta 
Perkawinan, 
Perceraian, 
Pengakuan, 
Pengangkatan 
dan Pengesahan 
Anak 

1 1 1 0 0 1 1 1 

 

Bidang PIAK 
dan 
Pemanfaatan 
Data 

                

16 
Analis Sistem  
Informasi 

2 2 0 0 0 2 2 2 

17 
Analis 
Pelayanan 

1 1 0 0 0 1 1 1 

18 
Analis 
Pengaduan 
Masyarakat 

0 1 0 0 0 1 1 1 

19 

Pengelola 
Sistem 
Informasi 
Kependudukan 

1 0 0 0 0 1 1 1 

20 Pengolah Data  2 0 0 0 0 2 2 2 

21 
Pengadministra
si 
Kependudukan 

0 3 0 0 0 3 3 3 

Sumber: Simpeg Kota Bogor 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Nama Jabatan 

Jumlah SDM yang Sudah 

mengikuti Diklat 

Rencana Jumlah SDM 

yang diusulkan 

Mengikuti Diklat (2025 

s.d Tahun 2026) 

Fungs

ional 

Struk

tural 

Fungsio

nal 

Umum 

Fung

siona

l 

Struk

tural 

Fungsio

nal 

Umum 

1 KEPALA   1     1   

2 SEKRETARIS   1     1   

3 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN   1     1   

3.1 ANALIS SDM APARATUR 
 

   1 
 

   1 

3.2 PENGADMINISTRASI UMUM 
 

   1 
 

   1 

3.3 

PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG 

MILIK DAERAH 
 

   2 
 

   2 

3.4 PENGELOLA RUMAH TANGGA    2    2 

4 

KASUBAG PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN   1     1   

4.1 BENDAHARA     1     1 

4.2 

VERIFIKATOR DATA LAPORAN 

KEUANGAN     1     1 

4.3 PENGELOLA KEUANGAN     0     1 

4.4 ANALISIS, EVALUASI DAN PELAPORAN     1     1 

5 KEPALA BIDANG PENCATATAN SIPIL   1     1   

6 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR PERKAWINAN DAN 

PERCERAIAN  1 
 

  1 
 

  

6.1 

PENGADMINISTRASI AKTA 

PERKAWINAN,PERCERAIAN     0     1 

6.2 PENGOLAH DATA PELAYANAN     1     1 

7 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR KELAHIRAN 1 
 

  1  
 

  

7.1 

ANALIS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL     1     1 
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7.2 PENGOLAH DATA PELAYANAN     3     3 

8 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR PERUBAHAN 

STATUS ANAK,KEWARGANEGARAAN & 

KEMATIAN  0 
 

  1  
 

  

8.1 

ANALIS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL     1     1 

8.2 PENGOLAH DATA PELAYANAN     1     1 

9 KEPALA BIDANG PIAK   1     1   

10 

ADMINISTRATOR DATA BASE 

KEPENDUDUKAN MUDA  1 
 

   1 
 

  

11 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR KERJASAMA DAN 

INOVASI PELAYANAN 1   1   

10.1 ANALIS PELAYANAN 
 

   1 
 

   1 

10.2 PENGOLAH DATA    1    1 

12 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA  

SUBKOORDINATOR SISTEM 

INFORMASI ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 1  
 

  1  
 

  

11.1 ANALIS SISTEM INFORMASI 
 

   2 
 

   2 

11.2 

PENGELOLA SISTEM INFORMASI 

KEPENDUDUKAN     1     1 

13 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR PENGOLAHAN DAN 

PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN  1     1    

12.1 PENGOLAH DATA 
 

   1 
 

   1 

14 

KEPALA  BIDANG PELAYANAN 

PENDAFTARAN   1     1   

15 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR IDENTITAS  1 
 

  1  
 

  

14.1 PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     0     8 

14.2 PENGOLAH DATA PELAYANAN 
 

   8     8 
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16 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR PINDAH DATANG  1 
 

   1 
 

  

15.1 PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     0     3 

15.2 PENGOLAH DATA PELAYANAN     3     3 

17 

ANALIS KEBIJAKAN MUDA 

SUBKOORDINATOR PENDATAAN 

PENDUDUK  1 
 

  1  
 

  

16.1 PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     0     1 

16.2 PENGOLAH DATA PELAYANAN     1     1 

                

  

Jumlah (49 orang = 8 JF + 7 Struktural + 

34 Pelaksana ) 8 7 34 10 7 48 

 

2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan kondisi akhir 

sampai dengan semester 1 tahun 2023 sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.3 Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

No Nama Barang 

Jumlah Kondisi Saat Ini 

Jumlah 

Rencana 

Pengadaan 
Jumlah 

Kondisi 

akhir 
Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 
2025 2026 

1 
Bangunan Gudang 

Tertutup Permanen 

1 

Gedung 
        

1 

Gedung 

2  AC Unit  0  10 48  30  35 88 

3 AC Standing 2 2  4 8 6 

4 AC HXSOS    7 14 7 

5  Alat Penghancur Kertas    2    2  4 4 

6  Buffet     3    5  8 8 

7 Camera +Attachment     11 12   15 11 
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8  Camera Adaptor     18   18  20 18 

9  Camera Electonic     20      24 

10  Computer Compatible     1  20  25 3 

 
 Dispencer   

  5  

 10 

10   15 7 

11  Exhause Fan     4   4  7 4 

12  Filling Besi/Metal  28    28  20  25 32 

13  Generator  2   1  2  4 2 

14  Hard Disk  16   16  25  30 20 

15  Kipas Angin  8   8  4  7 4 

16  Kursi Besi / Metal  162    161  100  110 172 

17 
 Kursi Kerja Pejabat 

Eselon IV  
15 

  15 
10  

 15 7 

18  Kursi Putar  121    121  10  15 125 

19  Kursi Rapat  49    49 50   55 49 

20  Kursi Tamu  24    24  6  10 24 

21 
 Lain-lain Alat Kantor 

Lainnya  
16 

    
  

  16 

22 
Lain-Lain Alat 

Kedokteran Umum 
2 

    
  

  2 

23 
 Lain-lain Alat 

Penyimpanan 

Perlengkapan Kantor  

2 

    
  

  2 

24 
 Lain-lain Mesin 

Hitung/Jumlah  
53 

    
  

  53 

25 

 Lain-lain Peralatan 

Jaringan :1. Kabel 

jaringan 4 rol,2. Lan 

conector 10 pak, 3. 

Swiht hub 10, 4. Router 

wifi 8 buah, 5. Kabelm 

listrik 5 roll  

15 

 

15  

37  

 40 

15 

26  Lap Top  8   8 11  16 17 

27 
 Lemari Arsip untuk 

arsip Dinamis  
12 

   12 
 10 

 15 17 
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28  Lemari Besi/Metal  40    40  40  45 40 

29  Lemari Es  1   1  2 4 2 

30  Lemari Kaca  4    4 5   8 4 

31  Lemari Kayu  3         3 

32  Mainframe  20    20  1  2 20 

33  Meja 1/2 Biro  21    21  30  35 21 

34  Meja Kayu/Rotan  7   1     6 

35  Meja Komputer  38   3     39 

36  Meja Rapat  3    3  1  2 3 

37  Meja Resepsion  18   4     14 

38  Meja Tulis  11         11 

39  Mesin Penghisap Debu  2 
 

 2 2  3 2 

40 
 Mesin Foto Copy 

dengan keras Folio  
  

  1 
  

 
1 

41 
 Mesin Ketik Manual 

Portable (11-13)  
  

  2 
  

  0 

42 
 Micro Bus (Penumpang 

15 - 30 orang)  
1 

    
  

  1 

43 
 Mini Bus (Penumpang 

14 Orang kebawah)  
4 

    
1 

  5 

44  Modem  4    4  6 4 12 

45  Monitor  3   3  7  10 1 

46  Note Book  3   3      3 

47  Papan Nama Instansi  1    1     1 

48  Papan Visuil  1    1     1 

49  PC Unit  103 40 63 60  65 67 

50  Printer  47  25 22 45  50 23 

51  Proyektor +Attachment  2   2 2   4 2 

52  Rak Besi/Metal  53   53 100  110 43 

53  Rotary Filling   3    3  25  30 3 
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54  Scanner  20  10  10  5  10 20 

55  Sepeda Motor  9    9 11   16 11 

56  Sofa  14    14  6  10 14 

57  Sound System  2 2   2   4 2 

58  Station Wagon 1    1     1 

59  Stabilizer      1  9  15 1 

60  Televisi  4    4 1   2 4 

61  Tripod Camera  18    18  10  15 18 

62  Tangga Alumunium      1     1 

63 
 Unintemuptible Power 

Supply (UPS)  
1 

   1 
10  

 15 1 

64  White Board  2   2 1   2 1 

65  Pesawat Telephone      7   
 

7 

66  Telephone (PABX)      1   
 

1 

 

Tabel 2.4 Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

No Nama Barang 

Jumlah Kondisi Saat Ini 
Jumlah Rencana 

Pemeliharaan 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 
2025 2026 

1 
Bangunan Gudang Tertutup 

Permanen 
1 Gedung     1 Gedung 1 Gedung 

2  AC Unit  58   1 30 28 

3  Alat Hiasan  15         

4  Alat Penghancur Kertas  2     1   

5  Buffet   3         

6 Camera +Attachment 11         

7  Camera Adaptor  18         

8  Camera Electonic  20         
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9  Computer Compatible  1         

10  Dispencer  5         

11  Exhause Fan  4         

12  Filling Besi/Metal  28         

13  Generator  2   1 1 1 

14  Hard Disk  16   1     

15  Kipas Angin  8   4 4 4 

16  Kursi Besi / Metal  162         

17 
 Kursi Kerja Pejabat Eselon 

IV  
15 

  8 
  

  

18  Kursi Putar  121         

19  Kursi Rapat  49         

20  Kursi Tamu  24         

21 
 Lain-lain Alat Kantor 

Lainnya  
16 

    
  

  

22 
Lain-Lain Alat Kedokteran 

Umum 
2 

    
  

  

23 
 Lain-lain Alat Penyimpanan 

Perlengkapan Kantor  
2 

    
  

  

24 
 Lain-lain Mesin 

Hitung/Jumlah  
53 

    
  

  

25  Lain-lain Peralatan Jaringan  15         

26  Lap Top  8   1 4 4 

27 
 Lemari Arsip untuk arsip 

Dinamis  
12 

    
  

  

28  Lemari Besi/Metal  40         

29  Lemari Es  1   1     

30  Lemari Kaca  4         

31  Lemari Kayu  3         

32  Mainframe  20         

33  Meja 1/2 Biro  21         
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34  Meja Kayu/Rotan  7   1     

35  Meja Komputer  38   3     

36  Meja Rapat  3         

37  Meja Resepsion  18   4     

38  Meja Tulis  11         

39  Mesin Penghisap Debu  2 2       

40 
 Mesin Foto Copy dengan 

keras Folio  
  

  1 
  

  

41 
 Mesin Ketik Manual Portable 

(11-13)  
  

  2 
  

  

42 
 Micro Bus (Penumpang 15 - 

30 orang)  
1 

    
1 1 

43 
 Mini Bus (Penumpang 14 

Orang kebawah)  
4 

    
4 5 

44  Modem  4         

45  Monitor  3   2     

46  Note Book  3         

47  Papan Nama Instansi  1         

48  Papan Visuil  1     1 1 

49  PC Unit  103 40 1 30 30 

50  Printer  47   29 20 20 

51  Proyektor +Attachment  2   1     

52  Rak Besi/Metal  53   20     

53  Rotary Filling   3         

54  Scanner  20         

55  Sepeda Motor  9     9 9 

56  Sofa  14       7 

57  Sound System  2         

58  Station Wagon  1     1 1 

59  Stabilizer      1     
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60  Televisi  4         

61  Tripod Camera  18         

62  Tangga Alumunium      1     

63 
 Unintemuptible Power 

Supply (UPS)  
1 

    
  

  

64  White Board  2   1     

65  Pesawat Telephone      7     

66  Telephone (PABX)      1   1 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai 

instansi yang bertanggungjawab memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil berbentuk dokumen administrasi 

kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan 

kependudukan lainnya. 

Semakin bertambahnya penduduk Kota Bogor, menindaklanjuti 

kebijakan Bapak walikota untuk mendekatkan pelayanan kepada 

Masyarakat serta melanjutkan pelayanan Dinas Kependudukan 

membuka pelayanan administrasi kependudukan pada 5 kecamatan dan 

di Mall Pelayanan Publik untuk Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Kartu 

Identitas Anak (KIA) dan Pembuatan Administrasi lain seperti Akta 

Kelahiran, selain itu untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat 

disediakan juga pelayanan secara online melalui website 

https://disdukcapil.kotabogor.go.id dan pada aplikasi Pakuan Prima 

khusus untuk pendaftaran pelayanan KTP-el dan KIA (Kartu Identitas 

Anak) sedangkan untuk pelayanan lainnya tetap dilaksanakan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan di 5 kecamatan serta 

Mall Pelayanan Publik, Untuk Kecamatan Bogor Utara Tidak dibuka 

Pelayanan dikarenakan lokasi Kecamatan berdekatan dengan kantor 

dinas.  

Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk 

https://disdukcapil.kotabogor.go.id/
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Elektronik (KTP-el) dari Tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah 

diterbitkan harus dilakukan penggantian. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya 

menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut KTP-el sebagai 

nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dalam hal pengurusan ini 

menjadi tanggungjawab penuh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh 

instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk 

Kependudukan menjadi identitas Tunggal untuk semua urusan 

pelayanan publik dan pengurusan serta penerbitan dokumen. 

Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Selain itu, akta 

kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran 

oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat 

penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk 

pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian, 

pencetakan akta kematian dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Terkait pengakuan anak diatur bahwa pengakuan ialah pengakuan 

ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah 

menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. 

Pengesahan anak hanya berlaku untuk anak yang orang tuanya telah 

melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum 

negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang 

Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di 

Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

menjalankan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang 

memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Sasaran/Target Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan 

Perangkat Daerah 

2. Indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kota Bogor tahun 2025-

2026 yaitu: 

• Nilai SAKIP di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bogor 
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• Kepatuhan Pengeloaan Keuangan 

• Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda 

• Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi 

Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi >70) 

3. Sasaran/Target Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan 

pemanfaatan dokumen kependudukan 

4. Sasaran/Target Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan 

publik di lingkup Perangkat Daerah 

5. Indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kota Bogor tahun 2025-

2026 yaitu: 

• Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah 

6. Indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kota Bogor tahun 2025-

2026 yaitu: 

• Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E KTP 

• Persentase Anak yang memiliki KIA 

• Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 tahun 

• Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan dan 

pencatatan sipil 

7. Indikator yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Nomor 69 

tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan 

Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, adalah: 

• Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) 

• Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

• Cakupan penerbitan kutipan Akta Kelahiran, dan 

• Cakupan penerbitan kutipan Akta Kematian 

• Indeks Kepuasan Masyarakat 

Sedangkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang dijalankan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor adalah 

sebagai berikut: 

a. Biodata Penduduk; 

b. Kartu Keluarga (KK); 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

d. Surat Keterangan Kependudukan; dan 

e. Akta-akta pencatatan sipil. 
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Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

NO 
INDIKATOR 
PROGRAM 

TARGET 
NSPK 

TARGET 
IKK 

TARGET 
INDIKATOR 

LAINNYA 

TARGET RENSTRA REALISASI CAPAIAN RATIO CAPAIAN 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Prosentase 

penduduk 
yang memiliki 
KK 

      80,25 80,25       100 100       125% 125%       

2 

Prosentase 
penduduk 
yang memiliki 
KTP-el 

      72,05 72,05       99,3 99,3       138% 138%       

3 

Prosentase 
penduduk 
yang memiliki 

KIA 

      25,15 25,15       100% 100%       4% 4%       

4 

Prosentase 
pelayanan e-

KTP kurang 
dari 2 Jam 

      85 85       0 0       0% 0%       

5 

Prosentase 
penduduk 

yang pindah 
datang 

      0,4 0,4       0,1 0,1       25% 25%       

6 

Prosentase 

penduduk 
yang pindah 
keluar 

      0,4 0,4       0,8 0,8       200% 200%       

7 

Prosentase 
penduduk 
yang pindah 

antar 
kelurahan dan 
kecamatan 

      0,7 0,7       0,11 0,11       16% 16%       
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8 

Prosentase 
penduduk 
yang ber akta 

kelahiran 

      86 86       94,07 94,07       109% 109%       

9 

Prosentase 
penduduk 
yang ber akta 

kematian 

      64 64       34,78 34,78       54% 54%       

10 

Prosentase 
penduduk 

yang ber akta 
perkawinan 

      63,02 63,02       51 51       81% 81%       

11 

Prosentase 

penduduk 
yang ber akta 
perceraian 

      44,51 44,51       3,4 3,4       8% 8%       

12 

Prosentase 

bayi lahir 
pulang bawa 
akta 

      90 90       0 0       0% 0%       

13 

Prosentase 
database 
kependudukan 
yang valid dan 

update 

      89 89       100 100       112% 112%       

14 

Prosentase 
data dan 

informasi 
kependudukan 
yang 
dimanfaatkan 

oleh pengguna 

      62,5 62,5       27,5 27,5       44% 44%       

15 

Persentase 
Pengelolaan 

Informasi 
Administrasi 
kependudukan 
yang telah 

terintegrasi 

          75,00 81,00 95,00     75,00 90,00 96,00     100% 111% 101% 
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16 

Persentase 
Penduduk 
wajib KTP yang 

memiliki E-
KTP 

          97,00 98,00 99,50     99,34 99,31 100,86     102% 101% 101% 

17 

Persentase 
Penduduk 

yang memiliki 
KK 

          100,00 100,00 100,00     100,00 100,00 100,00     100% 100% 100% 

18 

Persentase 

Anak yang 
memiliki Kartu 
Identitas Anak 
(KIA) 

          30,00 50,00 70,00     40,00 64,79 70,10     133% 130% 100% 

19 

Persentase 
Penduduk 
yang memiliki 

Akta kelahiran 

          96,00 97,00 98,00     96,34 96,51 98,00     100% 99% 100% 

20 

Persentase 
Rumah tangga 

yang memiliki 
Akte 
Perkawinan 

          34,00 35,00 55,00     53,82 52,49 55,00     158% 150% 100% 

21 
Jumlah 
dokumen profil 

kependudukan 

          100,00 100,00 100,00     100,00 100,00 100,00     100% 100% 100% 

 

Tabel 2.6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepenudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

NO PROGRAM 
ANGGARAN REALISASI RATIO 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

1 

PROGRAM PELAYANAN 

ADMINSITRASI 

PERKANTORAN 

 Rp     3.197.991.306   Rp     2.835.166.100   Rp     2.900.011.031   Rp     2.643.803.006  91% 93% 
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2 

PROGRAM 
PENINGKATAN SARANA 

DAN PRASARANA 

APARATUR 

 Rp     2.067.695.666   Rp     2.270.027.100   Rp     1.236.517.390   Rp     2.252.826.073  60% 99% 

3 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA 

KEUANGAN 

 Rp           11.216.000   Rp           17.250.000   Rp           11.216.000   Rp           17.250.000  100% 100% 

4 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

SUMBERDAYA 

APARATUR 

 Rp             6.700.000     Rp             3.350.000    50% 0% 

5 

PROGRAM PENATAAN 

ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

 Rp     1.764.570.400   Rp     3.322.005.000   Rp     1.632.569.774   Rp     2.836.847.487  93% 85% 

6 

PROGRAM 

PENGEMBANGAN 

KOMONIKASI 

INFORMASI DAN MEDIA 

MASSA 

 Rp        434.524.000   Rp        276.657.000   Rp        380.135.000   Rp        275.858.700  87% 100% 

7 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS PELAYANAN 

PUBLIK 

   Rp           68.477.200     Rp           61.830.000  0% 90% 
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NO PROGRAM 
ANGGARAN REALISASI RATIO 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 

PROGRAM 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 

DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

 Rp  

15.522.777.825  

 Rp  

12.342.178.497  

 Rp  

12.742.352.471  

 Rp  

14.505.258.813  

 Rp  

5.390.042.380  

 Rp  

12.295.149.371  
93% 44% 96% 

2 

PROGRAM 

PENDAFTARAN 
PENDUDUK 

 Rp        

972.151.000  

 Rp     

2.694.652.200  

 Rp     

2.389.577.100  

 Rp        

943.295.000  

 Rp  

2.175.596.800  

 Rp     

2.382.934.500  
97% 81% 100% 

3 
PROGRAM 
PENCATATAN SIPIL 

 Rp        
414.022.000  

 Rp        
223.519.500  

 Rp        
306.894.900  

 Rp        
410.268.850  

 Rp        
90.076.500  

 Rp        
300.496.210  

99% 40% 98% 

4 

PROGRAM 

PENGELOLAAN 
INFORMASI 
ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

 Rp        
388.914.600  

 Rp        
349.915.700  

 Rp        
387.485.900  

 Rp        
384.407.698  

 Rp      
164.700.101  

 Rp        
386.362.649  

99% 47% 100% 

5 
PROGRAM 
PENGELOLAAN PROFIL 
KEPENDUDUKAN 

 Rp                              
-  

 Rp           
26.544.000  

 Rp           
36.673.000  

 Rp                              
-  

 Rp                            
-  

 Rp           
36.281.700  

0% 0% 99% 
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2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

  Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 Tahun 2021 

Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, maka 

Disdukcapil mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam 

melaksanakan urusan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. Sehubung dengan tusi tersebut, maka kelompok 

sasaran di lingkup Disdukcapil adalah Masyarakat Kota Bogor. 

 

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat 

Daerah (Disdukcapil) 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bogor tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang 

dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu 

tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Tantangan 

yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan 

dan pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah 

yang bergerak cepat dengan adanya perkembangan global diberbagai 

sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, dampak 

diantaranya adalah pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang 

semakin tinggi, yang tentunya memerlukan pelayanan dalam bidang 

Keadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih 

cepat dan akurat, Perkembangan global tersebut, telah diantisipasi 

dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini 

tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan 

oleh pemerintah Kota Bogor agar adanya sinergi dan keseuaian dalam 

menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun 

eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. 
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Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength 

(Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan).  

Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) 

dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi 

lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 

1. Lingkungan Internal 

KEKUATAN (S): 

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai 

Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

2) Kualifikasi pendidikan ASN di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor yang cukup tinggi di tingkat Strata 

1(S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3) mencapai 27 orang dari 

total ASN yang berjumlah 50 orang 

KELEMAHAN (W) 

1) Kemampuan sumber daya manusia perencanaan dan pelaksana 

teknis yang tidak merata; 

2) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bogor yang terbatas dalam hal penyajian data real time; 

3) Masih lemahnya koordinasi di internal perangkat daerah dan 

lintas perangkat daerah, juga dengan pemangku kepentingan 

lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, 

Ormas, dan lainnya; 

4) Belum efektifnya system pengendalian dan evaluasi, baik 

metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya. 

 

2. Lingkungan Eksternal 

PELUANG (O): 

1) UU nomor 25 tentang system perencanaan pembangunan 

nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
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2) Keinginan masyarakat untuk memiliki akte catatan sipil dan 

administrasi kependudukan yang tinggi; 

3) Apresiasi dari pimpinan daerah, DPRD, dan perangkat daerah 

lainnya yang cukup baik tentang keberadaan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, terutama akan 

ketersediaan data; 

4) Kepercayaan pimpinan daerah, DPRD dan perangkat daerah serta 

lembaga dan organisasi di lingkup Kota Bogor terhadap Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. 

ANCAMAN (T): 

1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan; 

2) Masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa kepengurusan 

dokumen kependudukan sulit dan lama; 

3) Penduduk yang masuk dan selanjutnya berdomisili di wilayah 

Kota Bogor tanpa dilengkapi dokumen kependudukan yang sah. 
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BAB 3 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 173 

Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di 

Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, 

bahwa tugas Disdukcapil adalam membantu Walikota dalam 

melaksanakan tugas sebagian urusan pemerintahan di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan secara fungsi, 

Disdukcapil memiliki fungsi sebagai behrikut: 

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kependudukan 

dan pencatatan sipil; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil; 

d. Pelaksanaan administrasi di bidang kependudukan dan pencatatan 

sipil; 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di 

bidang kependudukan dan pencatatan sipil. 

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan 

strategis. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi faktor 

internal dan eksternal akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 

2025-2026 

Adapun permasalahan pokok yang didasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain: 

1) Belum Terdatanya Penduduk migran; 

2) Belum Optimalnya Pengendalian penduduk; 

3) Belum optimalnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil 

 



2 
 

 

Selanjutnya pemetaan permasalahan antara lain masalah pokok, 

masalah dan akar masalah sebagaimana dituangkan dalam table berikut: 

 

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah 

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

Belum Terdatanya 

Penduduk Migran  

1. Belum optimalnya 

pendataan pindah 

datang penduduk 

1. Kurangnya 

pengawasan dan 

pendataan 

Kependudukan 

pasca libur lebaran 

   2. Banyaknya 

Penduduk hanya 

pindah secara fisik 

tapi administrasi 

kepindahannya 

tidak diurus 

Belum Optimalnya 

Pengendalian 

penduduk  

1. Belum optimalnya 

pendataan 

pencatatan sipil 

1. Penduduk tidak 

langsung 

melaporkan 

peristiwa penting 

seperti Kelahiran 

dan kematian 

 2. Kurangnya 

pengawasan 

terhadap WNA yang 

ada di Kota Bogor 

Belum optimalnya 

kepemilikan 

1. Belum optimalnya 

kerjasama di 

Masih rendahnya 

kesadaran masyarakat 

untuk memiliki 
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dokumen 

pencatatan sipil 

bidang pelayanan 

pencatatan sipil 

dokumen dan 

pemahaman 

pentingnya pelaporan 

pembaruan data 

pencatatatan sipil 

 

 Masih belum 

memadainya kualitas 

dan kuantitas SDM 

pendukung pelayanan 

pencatatan sipil 

berdasarkan 

kebutuhan 

kompetensi dan  

Analisis Beban Kerja 

 

 Masih perlunya 

peningkatkan 

kolaborasi dan 

kesepahaman dengan 

stakeholder dalam 

peningkatan 

pelayanan pencatatan 

sipil 

 

 

 

3.2 Isu Strategis 

Dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, identifikasi 

isu strategis dilaksanakan gina mengidentifikasi pilihan kebijakan 

pokok yang dihadapi organisasi, dalam memperhatikan dinamika 

penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia 

khususnya Kota Bogor, maka dipandang perlu untuk merumuskan 

isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudia menjadi prioritas 

langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Adapun isu strategis tersebut adalah 

: 
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1. Penguatan SDM, sarana prasarana penunjang dan pengembangan 

teknologi informasi; 

2. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan di Kota Bogor 

berdasarkan satu nama satu data kependudukan. 

3. Meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil  

 

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan 

Disdukcapil Kota Bogor dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang 

pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dapat 

dijelaskan pada table berikut : 

Tabel 3.2 

Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Disdukcapil 

dalam Pelaksanaan Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan di 

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Masalah Pokok Isu Strategis 

Belum Terdatanya 

Penduduk Migran  

1. Penguatan SDM, sarana 

prasarana penunjang dan 

pengembangan teknologi 

informasi 

 2. Meningkatkan kepemilikan 

dokumen kependudukan di Kota 

Bogor berdasarkan satu nama 

satu data kependudukan 

Belum Optimalnya 

Pengendalian penduduk  

1. Penguatan SDM, sarana 

prasarana penunjang dan 

pengembangan teknologi 

informasi 

 2. Meningkatkan kepemilikan 

dokumen pencatatan sipil 
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Belum optimalnya 

kepemilikan dokumen 

pencatatan sipil 

1. Penguatan SDM, sarana 

prasarana penunjang dan 

pengembangan teknologi 

informasi 

 2. Meningkatkan kepemilikan 

dokumen pencatatan sipil 
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BAB 4 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

a. Tujuan 

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

ialah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya tata kelola Dinas kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor yang efektif, efisien dan akuntable. 

2. Terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan Legalitas 

kependudukan 

b. Sasaran 

Untuk memastikan tujuan yang diharapkan tercapai, maka 

sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor yaitu: 

1. Sasaran Tujuan 1 :  

a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan di 

lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bogor 

b) Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkup 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 

2. Sasaran Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan 

penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan 

Berikut ini adalah rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan 

sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor sebagaimana dihasilkan pada tahapan 

perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah, 

disajikan dalam tabel 4.1 
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Tabel 4.1 (T-C.25) 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan Sasaran 

Indikator 
Kinerja Tujuan, 

Sasaran, 
Program 

(outcome) dan 
kegiatan 
(output) 

Satuan 

Data 
Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaan 
(2022) 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
akhir 

periode 
Renstra 

PD 

Target Target Target 

Tujuan 1: 
Meningkatnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang efektif, 
efisien dan 
akuntable 
serta tata 
kelola 
pelayanan 
publik yang 
berkualitas 

  1. Predikat 
SAKIP di lingkup  
perangkat 
daerah 

Predikat A A A A 

 2.  IKM Lingkup 
perangkat 
daerah Indeks 3.70 3.80 3.82 3.82 

Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja dan 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

1. Nilai SAKIP di 
lingkup Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kota Bogor 

Nilai 84,10 85,00 87,00 87,00 

2. Kepatuhan 
Pengeloaan 
Keuangan 

Persen  95 95 95 

3. Jumlah 
Inovasi 
Perangkat 
Daerah yang 
ditetapkan 
menjadi Inovasi 
Daerah (tingkat 
kematangan 
inovasi >70) 

  1 1 1 

4. Persentase 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 
BPK/Inspektorat   

Persen N/A 100 100 100 

Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
di lingkup 
Perangkat 
Daerah 

Survey 
Kepuasan 
Masyarakat di 
Lingkup 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 91.50 95 95.5 95.5 

Tujuan 2: 
Terpenuhinya 
hak 
masyarakat 

  Prosentase 
pemenuhan 
identitas 
kependudukan 

% 99,01% 

99,20% 99,30% 99,30% 
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untuk 
mendapatkan 
Legalitas 
kependudukan 

Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
penerbitan dan 
pemanfaatan 
dokumen 
kependudukan 

Persentase 
Penduduk wajib 
KTP yang 
memiliki E KTP 

% 99,31% 100,00% 100,00% 100,00% 

Persentase 
Anak yang 
memiliki KIA 

% 64,79% 82,00% 84,00% 84,00% 

Persentase 
Penduduk yang 
memiliki Akta 
Kelahiran 0-18 
tahun 

% 96,51% 99,20% 99,50% 99,50% 

Persentase 
pemanfaatan 
data agregat 
kependudukan 
dan pencatatan 
sipil 

% 63,889% 66.67% 69.44% 69.44% 

 

 

Tabel 4.2 

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025 

dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor 

Sasaran RPD Kota Bogor 2025-

2026 

Sasaran Renstra Disdukcapil Kota 

Bogor 2025-2026 

1.4 tercipatnya sumber daya 

manusia yang unggul, 

berintegritas, produktif dan 

inovatif 

1.4 Meningkatnya kualitas pelayanan 

penerbitan dan pemanfaatan 

dokumen kependudukan 

4.2 Terciptanya Tata Kelola 

Pemerintahan Digital yang 

Efektif, Lincah, dan Kolaboratif 

4.2 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja dan Keuangan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota bogor                   

4.2 Terciptanya tata kelola 

pemerintahan digital yang 

efektif, lincah, dan kolaboratif 

4.2 Meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik 

di lingkup Perangkat Daerah 

 

4.2  Cascading Kinerja Perangkat Daerah 
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 Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor dapat digambarkan melalui Tabel berikut : 

TUJUAN 1, SASARAN 1  : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan 

Keuangan Perangkat Daerah

 

level Ultimate outcome

TUJUAN RPD

Critical Success Factor

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

TUJUAN RENSTRA DINAS

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

SASARAN RENSTRA DINAS

PROGRAM

Level proses PD (Level 

operasional)

IK: Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN
IK: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan 

Sesuai Peraturan

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahProgram : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNSub Kegiatan :Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASNTersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkar daerah

KEPALA SUB BAGIAN 

PERENCANAAN , 

PELAPORAN DAN 

KEUANGAN

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

IK: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IK: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD  dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 

SKPD           

Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD  dan 

Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 

SKPD        

IK: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah IK: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

Level Intermediate outcome  

(TAKTIKAL)

RPD dan RENSTRA PD

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset di lingkup perangkat daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah

IK 1 : Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, 

semesteran dan tahunan secara tepat waktu

IK 2 : Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan di 

lingkup perangkat daerah

IK 3 : Persentase kepatuhan penganggaran

IK 4 : Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA

IK 5 : Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

IK 1 : Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah

IK 2 :Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah

IK 3 :Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah

IK 4 : Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah

IK 5 : perentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah

IK 1 : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah

IK 2 : Kepatuhan Pengeloaan Keuangan 

IK 3 : Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan 

inovasi > 70)

IK : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

IK 1 : Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah
IK : Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan 

publik yang berkualitas

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta 

tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

IK : Indeks Reformasi Birokrasi

Target 2025 : BB (78)

Target 2026 : A (80,01)

Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif
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TUJUAN 1, SASARAN 2  : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang 

efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang 

berkualitas 

 

 

 

 

 

 

level Ultimate outcome

TUJUAN RPD

Critical Success Factor

SASARAN RPD

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

TUJUAN RENSTRA DINAS

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

SASARAN RENSTRA DINAS

PROGRAM

Level proses PD (Level 

operasional)

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

KEPALA SUB 

BAGIAN UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

Meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor

Meningkatnya Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

IK: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 

Disediakan

IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 

yang Disediakan

IK: Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

 Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan :Pemeliharaan / 

Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Kantor

IK: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 

yang Disediakan

IK: Jumlah Unit  Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan Yang Disediakan

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

IK: Jumlah Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Tersedianya  Kendaraan Dinas Operasional 

atau Lapangan Yang Disediakan

Meningkatnya Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor

Terlaksananya  Pemeliharaan 

/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

IK: Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

atau Lapangan

IK: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-Undangan

IK: Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 

Disediakan

IK: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya  Sosialisasi Peraturan 

Perundang-Undangan

Meningkatnya penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Meningkatnya Pengadaan Kendaraan Dinas 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Meningkatnya Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penujang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

IK: Persentase pemenuhan kebutuhan 

kepegawaian perangkat daerah

IK: Persentase pemenuhan Kebutuhan 

operasional perangkat daerah

IK: Persentase pemenuhan sarana prasarana 

penunjang urusan pemerintahan sesuai 

RKBMD

IK: Persentase pemenuhan penyediaan 

jasa penunjang urusan pemerintahan 

daerah

IK: Persentase Barang Milik Daerah 

lingkup perangkat daerah berkondisi 

baik

Meningkatnya Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

IK 1 : Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana

IK 2 : Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM

IK 3 : Rata-rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar Layanan (Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan)

IK 4 : Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan

Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah

Level Intermediate outcome  

(TAKTIKAL)

RPD dan RENSTRA PD

IK : Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah 

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah

IK : Indeks Kepuasan Masyarakat 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

IK : Indeks Reformasi Birokrasi

Target 2025 : BB (78)

Target 2026 : A (80,01)

Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

IK : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)

Target 2025 : 98% 

Target 2026 : 98,5%
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TUJUAN 2, SASARAN 1  : Meningkatnya kualitas Pelayanan Penerbitan 

dan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan 

 

 

 

level Ultimate outcome

TUJUAN RPD

Critical Success Factor

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

SASARAN RPD

LEVEL INTERMEDIATE OUTCOME 

TUJUAN RENSTRA DINAS

LEVEL INTERMEDIATE 

OUTCOME 

SASARAN RENSTRA 

DINAS

KEPALA DINAS

PROGRAM
KEPALA 

BIDANG

Meningkatnya kualitas 

pelayanan pendaftaran 

penduduk

Meningkaktnya Fasilitasi 

Pendaftaran Penduduk

Meningkatnya kapasitas 

penyelenggaraan pendaftaran 

penduduk

meningkatnya kualitas 

pelayanan pencatatan sipil

meningkatnya koordinasi dan 

kerjasama antar lembaga 

dalam penyelenggaraan 

pencatatan sipil

meningkatnya Kualitas Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil

Meningkatnya kualitas penyediaan, 

penyajian, pengolahan data dan 

informasi kependudukan

Meningkatnya kerjasama 

pengelolaan dan 

pemanfataan data dan 

informasi kependudukan

meningkatnya Kualitas 

Pembinaan dan Pengawasan 

Terkait Pengelolaan informasi 

kependudukan

IK: Persentase dokumen 

administrasi kependudukan 

yang diterbitkan

IK: Persentase cakupan 

pelayanan administrasi 

kependudukan

IK: persentase pembinaan dan 

pengawasan petugas pelayanan 

pendaftaran penduduk

IK: Persentase 

Kepemilikan Dokumen 

Akte Catatan Sipil

IK: Persentase 

Penyelenggaraan Pencatatan 

Sipil

IK: Persentase Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil

IK: Jumlah data administrasi 

kependudukan yang disediakan, 

disajikan diolah dan dimutakhirkan 

secara berkala dalam sistem informasi 

administrasi kependudukan

IK: Jumlah institusi dan 

stakeholder yang 

memanfaatkan data 

kependudukan

IK: Persentase Pembinaan dan 

Pengawasan Terkait 

Pengelolaan informasi 

kependudukan

KEGIATAN
Kegiatan : Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pendaftaran Penduduk

Kegiatan : Pelayanan 

Pencatatan Sipil

Kegiatan : Penyelenggaraan 

pencatatan sipil

Kegiatan : Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan 

Pencatatan Sipil

Kegiatan : Pengumpulan Data 

Kependudukan dan Pemanfaatan Dan 

Penyajian Database Kependudukan

Kegiatan : Penyelenggaraan 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan

Kegiatan : Pembinaan dan 

PengawasanPembinaan dan 

Pengawasan Terkait 

Pengelolaan informasi 

kependudukan

Terlaksananya pendataan 

penduduk non permanen dan 

rentan administrasi 

kependudukan

Terlaksananya Koordinasi Antar 

Lembaga Pemerintah dan 

Lembaga Non-Pemerintah di 

Kabupaten/Kota dalam 

Penertiban Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk

terlaksananya pembinaan dan 

pengawasan terkait pendaftaran 

penduduk

Terlaksananya 

pencatatan, 

penatausahaan dan 

penerbitan dokumen dan 

pelaporan peristiwa 

penting

Terlaksananya fasilitasi 

pencatatan sipil

Terlaksananya Bimbingan teknis 

Pencatatan sipil

Terlaksananya Kerjasama 

Pemanfaatan Data Kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi 

terkait Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Bimbingan 

Teknis Terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan dan 

Pendayagunaan Data 

Kependudukan

IK: Jumlah Dokumen Hasil 

Pendataan Penduduk Non 

Permanen dan Rentan 

Administrasi Kependudukan

IK: Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi antar Lembaga 

Pemerintah dan Lembaga Non-

Pemerintah di Kabupaten/Kota 

dalam Penertiban Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk

IK: Jumlah Laporan Pembinaan dan 

PengawasanTerkait Pendaftaran 

Penduduk

IK: Jumlah Dokumen Hasil 

Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen Atas 

Pelaporan Peristiwa 

Penting

IK: Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi Pencatatan Sipil

IK: Jumlah Laporan Hasil Bimbingan 

Teknis Pencatatan Sipil

IK: Jumlah Dokumen Kerja Sama 

Pemanfaatan Data Kependudukan

IK: Jumlah Laporan Hasil 

Sosialisasi Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan

IK: Jumlah Laporan Hasil 

Bimbingan Teknis Terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan 

dan Pendayagunaan Data 

Kependudukan

SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan : Pendataan 

Penduduk Non Permanen dan 

Rentan Administrasi 

Kependudukan

Sub Kegiatan : Koordinasi Antar 

Lembaga Pemerintah dan 

Lembaga Non-Pemerintah di 

Kabupaten/Kota dalam 

Penertiban Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan : pembinaan dan 

pengawasan terkait pendaftaran 

penduduk

Sub Kegiatan : 

Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen atas 

Pelaporan Peristiwa 

Penting

Sub Kegiatan : Fasilitasi terkait 

Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis 

Terkait Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan :Kerjasama 

Pemanfaatan Data Kependudukan

Sub Kegiatan : Sosialisasi 

terkait Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan : Bimbingan 

Teknis Terkait Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan dan 

Pendayagunaan Data 

Kependudukan

Tersedianya Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen atas 

Pendaftaran Penduduk

Terfasilitasinya  pendaftaran 

penduduk

terlaksananya Bimbingan Teknis 

terkait pendaftaran penduduk

meningkatnya kualitas 

pelayanan pencatatan sipil

Tersosialisasinya Pencatatan 

sipil

Terlaksananya Inventarisasi Data 

untuk Kepentingan Pembangunan 

Daerah

Tersedianya Data 

Kependudukan Yang Akurat 

dan dapat 

Dipertanggungjawabkan

IK: Jumlah Dokumen  

Pencatatan, Penatausahaan 

dan Penerbitan Dokumen Atas 

Pendaftaran Penduduk

IK: Jumlah Laporan Hasil 

Fasilitasi pendaftaran 

penduduk

IK: Jumlah Laporan Bimbingan 

Teknis Terkait Pendaftaran 

Penduduk

IK: Jumlah Layanan 

Pencatatan Sipil yang 

Ditingkatkan

IK: Jumlah Laporan Hasil 

Sosialisasi Pencatatan Sipil

IK: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi 

Data untuk Kepentingan 

Pembangunan Daerah

IK: Jumlah Data 

Kependudukan yang akurat 

dan dapat 

dipertanggungjawabkan

Sub Kegiatan : Pencatatan, 

Penatausahaan dan 

Penerbitan Dokumen atas 

Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan : Fasilitasi 

Pendaftaran Penduduk

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis  

terkait pendaftaran penduduk

Sub Kegiatan : 

Peningkatan dalam 

Pelayanan Pencatatan 

Sipil

Sub Kegiatan : Sosialisasi 

Terkait Pencatatan Sipil

Sub Kegiatan : Inventarisasi Data 

untuk Kepentingan Pembangunan 

Daerah

Sub Kegiatan : Penyajian 

Data Kependudukan Yang 

Akurat dan dapat 

Dipertanggungjawabkan

Meningkatnya kualitas 

pelayanan pendaftaran 

penduduk

Tersosialisasinya Pendaftaran 

Penduduk

IK: Jumlah Laporan Hasil 

Peningkatan Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk

IK: Jumlah Laporan Hasil 

sosialisasi Pendaftaran 

Penduduk

Sub Kegiatan : Peningkatan 

Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk

Sub Kegiatan : Sosialisasi 

Pendaftaran Penduduk

PELAKSANA

PROGRAM : Pendaftaran Penduduk PROGRAM : Pencatatan Sipil PROGRAM : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Level Intermediate 

outcome  (TAKTIKAL)

RPD dan RENSTRA PD

Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

IK 1 : Persentase  Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga               

IK 2 : Persenatse cakupan perekeman E-KTP

IK 1 : Persentase Pendataan  Akta Kelahiran 0-17 tahun

IK 2 : Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan
IK: Persentase penyajian data kependudukan yang di perlukan OPD sesuai denga SOP kerjasama 

pemanfaatan data

IK: Persentase pemenuhan identitas kependudukan (Jumlah E-KTP + jumlah KIA yang diterbitkan di bagi jumlah seluruh penduduk x 100%)

Meningkatnya kualitas Pelayanan Penerbitan dan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan

IK1: Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP                                      

IK2 : Persentase anak yang memiliki KIA                                                              

IK3 : Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran               

IK4 : Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing

IK 1 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Target 2025 : 78,70

Target 2026 : 79,35

IK 2 : Indeks Pembanguan Keluarga 

Target : 2025 : 73, 18

Target 2026 : 78,43

terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif dan inovatif

IK 1 : Indeks Pembangunan Keluarga

Target 2025 : 73, 18

Target 2026 : 78,43

IK 2 : Indeks Ketimpangan Gender 

Target 2025 : 0,33 

Target 2026 : 0,32

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan legalitas kependudukan
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BAB 5 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 

Rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor disajikan dalam tabel 5.1 

berikut ini 

Tabel 5.1 (T-C.26) 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

Tujuan Sasaran 
Indikator 

Tujuan/Sasaran 
Strategi Kebijakan 

Tujuan RPD : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan 

Sasaran RPD : 
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan 

Kolaboratif 

Tujuan 1 :    

Terwujudnya 

tata kelola Dinas 

kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor 

yang efektif, 

efisien dan 

akuntable 

  

  Predikat SAKIP di 

lingkup  Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Bogor 

  

 Indeks Kepuasan 

Masyarakat Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Bogor 

  

Sasaran 1 :         

Meningkatnya 

akuntabilitas 

kinerja dan 

Keuangan di 

lingkup Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kota Bogor 

1. Nilai SAKIP di 

lingkup Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Bogor 

meningkatkan 

kualitas penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

perangkat 

daerah yang sinergis 

dengan perencanaan 

pembangunan 

daerah, memperkuat 

sistem 

1. Peningkatan 

kualita 

perencanaan 

kinerja, 

pengukuran 

kinerja, pelaporan 

kinerja, dan 

evaluasi kinerja 

Disdukcapil 

secara 

berkelanjutan 
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monitoring dan 

evaluasi 

kinerja serta sistem 

pengendalian intern 

organisasi secara 

berkelanjutan 

2. Penguatan 

sinergitas 

kebijakan dan 

program kerja 

Disdukcapil 

dalam rangka 

mengoptimalkan 

capaian kinerja 

perencanaan 

pembangunan 

daerah 

3. Peningkatan 

kualitas 

pengelolaan 

resiko 

Disdukcapil 

dalam pencapaian 

target kinerja 

organisasi 

4. Penguatan system 

pengemdalian 

intern 

Disdukcapil 

5. Pengembangan 

inovasi yang 

berkelanjutan 

untuk 

mendukung 

peningkatan 

kinerja organisasi 

6. Penguatan system 

monitoring dan 

evaluasi kinerja 

secara 

berkelanjutan 

7. Penerapan reward 

dan punishment 

sebagai tindak 

lanjut evaluasi 

kinerja organisasi 

dan individu 
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2. Kepatuhan 

Pengelolaan 

Keuangan   

Meningkatkan 

kepatuhan 

pengelolaan keuangan 

sesuai dengan 

peraturan yang 

berlaku 

1. Penguatan tata 

kelola keuangan 

sesuai dengan 

standar yang telah 

ditetapkan 

2. Peningkatan 

kompetensi dan 

integritas SDM 

  3. Persentase Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan 

BPK/Itda 

Meningkatkan kulitas 

pengelolaan keuangan 

dan 

pertanggungjawaban 

keuangan sesuai 

dengan peraturan 

perundangan yang 

berlaku 

1. Penguatan tata 

kelola keuangan 

sesuai dengan 

standar yang telah 

ditetapkan 

1. Peningkatan 

kompetensi dan 

integritas SDM 

  4. Jumlah Inovasi 

Perangkat Daerah 

yang ditetapkan 

menjadi Inovasi 

Daerah (tingkat 

kematangan inovasi 

>70) 

Meningkatkan kulitas 

inovasi  

1. Pengembangan 

inovasi sesuai 

dengan kebutuhan 

2. Peningkatan 

kompetensi dan 

integritas SDM 

 Sasaran 2 : 

Meningkatnya 

kualitas 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

di lingkup 

Perangkat Daerah 

Survey Kepuasan 

Masyarakat di 

Lingkup Disdukcapil 

Meningkatkan 

kualitas pelayanan 

Disdukcapil sesuai 

dengan saran dan 

masukan dari 

pengguna layanan 

1. Peningkatan 

kualitas SDM 

Disdukcapil baik 

dari sisi 

kompetensi 

maupun 

penguatan core 

value Berakhlak  

2. Pemenuhan 

sarana prasarana 

sesuai dengan 

rencana 

kebutuhan 

3. Pengelolaan 

pengaduan 

masyarakat yang 

lebih responsive 
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3. Peningkatan 

kualitas layanan 

yang diberikan 

oleh Disdukcapil 

sesuai dengan 

standar pelayanan 

yang telah 

ditetapkan 

Tujuan 2: 

Terpenuhinya 

hak masyarakat 

untuk 

mendapatkan 

Legalitas 

kependudukan 

 Prosentase 

pemenuhan identitas 

kependudukan 

  

Sasaran 1: 

Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan 

penerbitan dan 

pemanfaatan 

dokumen 

kependudukan 

Persentase 

Penduduk wajib KTP 

yang memiliki E KTP 

Meningkatkan akses 

dan aksesibilitas 

Masyarakat dalam 

memperoleh dokumen 

administrasi 

kependudukan sesuai 

dengan ketentuan 

yang berlaku 

1. Digitalisasi 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan 

2. Penyederhanaan 

prosedur 

penerbitan 

dokumen 

administrasi 

kependudukan 

3. Penguatan sumber 

daya SDM, sarana 

prasarana dan 

anggaran 

Persentase Anak 

yang memiliki KIA 

Persentase 

Penduduk yang 

memiliki Akta 

Kelahiran 0-18 

tahun 

Persentase 

pemanfaatan data 

agregat 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 
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BAB 6 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran 

dan Pendanaan Indikatif 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 

untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 

instansi pemerintah ataupun dalam rangla Kerjasama dengan 

masyarakat, gina mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan suatu program yang dilakukan berkaitan erat dengan 

kebijakan instansi. Dalam hal ini perlu diidentifikasi pula keterjaitan 

antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan 

sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih 

dahulu untuk mendapat keyakinan apakah kebijakan yang telah 

ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. 

Kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang 

dilakukan instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program 

yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia 

untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan 

ini diperlukan penetapan indikator kinerja kegiatan dan rencana 

capaiannya. 

Program dan kegiatan yang ditetapkan merupakan program dan 

keiatan yang berada dalam lingkup kewenangan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 6.4 (T-C.27) 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

Tuj
uan 

Sasa
ran 

Kode 
Rekening 

Program, 
Kegiatan, Sub 

Kegiatan 

Indikator 
Kinerja Tujuan, 

Sasaran, 
Program 

(outcome) dan 
kegiatan 
(output) 

Satuan 

Data 
Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 
(2022) 

Data 
Capaia
n pada 
Tahun 
Awal 

Perenc
anaan 
(2023) 

Tahun 2025 Tahun 2026 
Kondisi Kinerja pada 

akhir periode Renstra 
PD 

Unit 
Kerja 

PD 
Penang

gung 
Jawab 

Lokasi 

Target Rp. Target Rp. Target Rp. 

Terwujudnya tata kelola pemerintahan 
yang efektif, efisien dan akuntable serta 
tata kelola pelayanan publik yang 
berkualitas 

1. Predikat 
SAKIP di lingkup  
perangkat 
daerah Predikat A A A   A   A 

  

DISDUK
CAPIL 

JL. 
AHMA

D 
ADNA

WIJAYA 
NO. 47 
Bogor 

2.  Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat  Indeks 3,70 3,78 3,80   3,82   3,82 

  

    

  Meningkatnya akuntabilitas kinerja 
dan Keuangan Perangkat Daerah 

1. Nilai SAKIP di 
lingkup Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil Kota Bogor 

Nilai 84,10 89,43 92,50 

  

94,50 

  

93,00 

  

    

  2. Kepatuhan 
Pengeloaan 
Keuangan 

Persen 96,00% 97,42% 
98,30

% 
  

98,40
% 

  
98,50

% 
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  3, Persentase 
Tindak Lanjut 
Hasil 
Pemeriksaan 
BPK/Itda 

Persen 100,00 100,00 100   100   100       

  5. Jumlah 
Inovasi 
Perangkat 
Daerah yang 
ditetapkan 
menjadi Inovasi 
Daerah (tingkat 
kematangan 
inovasi >70) 

Inovasi/T
ahun/PD 

N/A N/A 1   1   1 

  

    

    2.12.01  Program : 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH
AN DAERAH 
KABUPATEN/K
OTA 

1. Nilai SAKIP 
Aspek 
Perencanaan 
Kinerja di 
lingkup 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 27,60 28,86 29,00 
               

9.621.294.60
1  

29,50 
                

9.703.511.49
0  

29,50 
            

19.324.806.
091  

    

    2. Nilai SAKIP 
Aspek 
Pengukuran 
Kinerja di 
lingkup 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 27,60 28,50 28,50 

  

29,00 

  

29,00 

  

    

    3. Nilai SAKIP 
Aspek 
Pelaporan 
Kinerja di 
lingkup 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 10,60 11,02 13,00 

  

13,50 

  

13,50 

  

    

    4. Nilai SAKIP 
Aspek Evaluasi 
Internal di 
lingkup 

Nilai 18,25 21,05 22,00 

  

22,50 

  

22,50 

  

    



3 
 

Perangkat 
Daerah 

    5. perentase 
realisasi 
rencana tindak 
pengendalian 
resiko di 
lingkungan 
perangkat 
daerah 

Persen 100,00 100,00 
100,0

0 

  

100,0
0 

  

100,0
0 

  

    

    6. persentase 
pertanggungjaw
aban 
pengelolaan 
keuangan 
daerah yang 
dilaksanakan 
sesuai standar 
akuntansi 

Persen 100% 100% 100% 

  

100% 

  

100% 

  

    

    7. Persentase 
penyampaian 
laporan 
keuangan 
bulanan, 
triwulanan, 
semesteran dan 
tahunan secara 
tepat waktu 

Persen 100% 100% 100% 

  

100% 

  

100% 

  

    

    8 . Persentase 
Pengelolaan 
BMD yang 
dikelola sesuai 
dengan 
ketentuan  

Persen 90% 90% 94% 

  

94% 

  

94% 
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    9. Persentase 
kepatuhan 
anggaran 

Persen 100% 100% 100% 

  

100% 

  

100% 

  

    

    10. Persentase 
Realisasi 
anggaran 
terhadap DPA 

Persen 90% 97,09% 
97,50

% 

  

98,0% 

  
98,50

% 

  

    

    11. Transparansi 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

Persen 100% 100% 100% 

  

100% 

  

100% 

  

    

    2.12.01.2.
01  

Kegiatan  :  
Perencanaan, 
Penganggaran 
dan 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Tersusunnya 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran 
dan Evaluasi 
Kinerja Secara 
Tepat Waktu 
dan Sesuai 
Peraturan 

% 100% 100% 100% 
                     

33.000.000  
100% 

                     
86.746.900  

100% 
                 

119.746.900  
    

    Persentase 
Realisasi Fisik 
Kegiatan di 
lingkup 
perangkat 
daerah 

% 100% 100% 100%   100%   100%       

    Persentase 
realisasi 
Anggaran 
kegiatan di 
lingkup 
perangkat 
daerah 

% 90% 97,09% 
97,50

% 
  98%   99%       
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2.12.01.2.
01.0001 

Sub Kegiatan : 
Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

 Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat 
Daerah 

Dokumen N/A   
5 

Doku
men 

                                        
-  

5 
Doku
men 

                                         
-  

5 
Doku
men 

                                       
-  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:                   
    

    Penyusunan 
Dokumen 
Renstra 
Disdukcapil 
Tahun 2025-
2029 

Jumlah 
Dokumen 
Renstra 
Disdukcapil 
Tahun 2025-
2029 

Dokumen 1   1 

  

1 

  

1 
                                       
-  

    

    Penyusunan 
dokumen 
Renja 
Disdukcapil 

Jumlah 
dokumen Renja 
Disdukcapil 

Dokumen 1   1 

  

1 

  

1   

    

    Penyusunan 
dokumen 
Perubahan 
Renja 
Disdukcapil 

Jumlah 
dokumen 
Perubahan 
Renja 
Disdukcapil 

Dokumen 1   1 

  

1 

  

1   

    

    Penyusunan 
dokumen 
Manajemen 
Risiko 
Disdukcapil 
Tahun 2025-
2026 

Jumlah 
dokumen 
Manajemen 
Risiko 
Disdukcapil 
Tahun 2025-
2026 

Dokumen 1   1 

  

1 

  

1   

    

    Penyusunan 
Peta Proses 
Bisnis 
Disdukcapil 
Tahun 2025-
2029 

Jumlah Peta 
Proses Bisnis 
Disdukcapil  
Tahun 2025-
2029 

Dokumen 1   1 

  

1 

  

1   
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    2.12.01.2.
01.0007 

Sub Kegiatan  : 
Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

 Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

Laporan 8   5 
                     

33.000.000  
5 

                     
86.746.900  

5 
                 

119.746.900  
  

  

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:              1    
  

    Penyusunan 
Laporan LKIP 

Jumlah Laporan 
LKIP 

Laporan 1   1   1   1     
  

    Penyusunan 
Laporan LKPJ 

Jumlah Laporan 
LKPJ 

Laporan 1   1   1   1     
  

    Penyusunan 
Laporan 
Evaluasi Renja 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Renja 

Laporan 1   1   1   1     
  

    Penyusunan 
Laporan SKM 

Jumlah Laporan 
SKM 

Laporan 1   1   1   1     
  

    Terlaksananya 
Audit ISO 9001 
: 2015 

Jumlah Laporan 
Audit ISO 9001 : 
2015 

Laporan 1   1   1   1     
  

    2.12.01.2.
02 

Kegiatan  : 
Administrasi 
Keuangan 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
Pemenuhan gaji 
dan tunjangan 
ASN % 100% 100% 100% 

              
9.588.294.60
1  

100% 
               
9.616.764.59
0  

100% 
           
19.205.059.
191  

    

    2.12.01.2.
02.0001 

Sub Kegiatan  : 
Penyediaan 
Gaji dan 
Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Orang/ 
Bulan 

45 50 52 
              
9.532.014.60
1  

54 
               
9.560.484.59
0  

54 
           
19.092.499.
191  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:              54   
    

    Pembayaran 
Gaji ASN 

Jumlah ASN 
Penerima Gaji 

Orang     
52   

54 
  

54 
                                       
-      

    
PembayaranTu
njangan ASN 

Jumlah ASN 
Penerima 
Tunjangan 

Orang     
52   

54 
  

54   
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    2.12.01.2.
02.0007 

Sub Kegiatan  : 
Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwu
lanan/ 
Semesteran 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/ 
Semesteran 
SKPD  dan 
Laporan 
Koordinasi 
Penyusunan 
Keuangan 
Bulanan/Triwula
nan/ 
Semesteran 
SKPD            

Laporan N/A N/A 18 
                    

56.280.000  
18 

                     
56.280.000  

18 
                 
112.560.000  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:                   
    

    Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan 

Laporan     12   12       

    

    Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Triwulanan 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Triwulanan 

Laporan     4   4       

    

    Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Semesteran 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Semesteran 

Laporan     1   1       

    

    Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Tahunan 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Tahunan 

Laporan     1   1       

    

  Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan pelayanan publik 
di lingkup Perangkat Daerah 

Survey 
Kepuasan 
Masyarakat di 
Lingkup 
Perangkat 
Daerah 

Nilai 91,50 94,51 95,00   95,50   95,5 
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    2.12.01  Program : 
PENUNJANG 
URUSAN 
PEMERINTAH
AN DAERAH 
KABUPATEN/K
OTA 

Rata Rata Nilai 
SKM Aspek 
Pemenuhan 
Sarana 
prasarana 

Nilai 91,50 91,61 92,50 
              

2.336.174.30
0  

93,00 
               

3.350.877.14
8  

93,00 
             

5.687.051.4
48  

    

    Rata Rata Nilai 
SKM Aspek 
Pemenuhan 
kualitas SDM 

Nilai 92,25 92,25 93,00 

  

93,50   93,50       

    Rata Rata Nilai 
SKM Aspek 
Pemenuhan 
Persyaratan, 
Prosedur, 
Waktu, Tarif, 
dan Standar 
layanan 

Nilai 96,25 91,91 96,00 

  

96,50   96,50       

    Rata Rata Nilai 
SKM Aspek 
Penanganan 
Pengaduan 

Nilai 92,75 98,47 98,50 

  

99,00   99,00       

    2.12.01.2.
05 

Kegiatan : 
Administrasi 
Kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan 
kepegawaian 
Perangkat 
Daerah 

Persen N/A N/A 100 
                                        
-  

100 
                                        
-  

100 
                                       
-  

    

    2.12.01.2.
05 

Sub Kegiatan : 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 
Sosialisasi 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Orang 
68 

Orang 
  

200 
Orang 

                                        
-  

300 
Orang 

                                        
-  

300 
Orang 

                                       
-  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:                  
    

    Pelaksanaan 
Sosialisasi 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Peserta 
yang mengikuti 
soasialisasi       

200 
Orang 

  

300 
Orang 

          



9 
 

    2.12.01.2.
06 

Kegiatan : 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
Kebutuhan 
operasional 
perangkat 
daerah 

Persen 100 100 100 
           

425.000.000  
100 

           
716.359.200  

100 
       

1.141.359.2
00  

    

    2.12.01.2.
06.0001 

Sub Kegiatan : 
Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penera
ngan 
Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 Paket   
1 

Paket 
                                        
-  

  

                     
17.499.800  

  

                   
17.499.800  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:            
      

    

    Penyediaan 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/ 
Penerangan 
Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang
an Bangunan 
Kantor 

Tahun 100%   1   1 

      

    

    2.12.01.2.
06.0003 

Sub Kegiatan : 
Penyediaan 
Peralatan 
Rumah Tangga 

 Jumlah Paket 
Peralatan 
Rumah Tangga 
yang Disediakan 

Paket 1 Paket   
1 

Paket 
                                        
-  

  
                     
30.469.100  

  

                   
30.469.100  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:            
      

    

    Penyediaan 
Peralatan 
Rumah Tangga 

jumlah Paket 
Penyediaan 
Peralatan 
Rumah Tangga 

      1   1 

      

    

    2.12.01.2.
06.0004 

Sub Kegiatan : 
Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

Paket 1 Paket   
1 

Paket 
                  

200.000.000  
1 

Paket 
                  

244.593.500  
1 

Paket 
                 
444.593.500  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 
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    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:            
          

    Penyediaan 
Logistik Kantor 

Tersedianya Alat 
Tulis Kantor       1   1 

          

    2.12.01.2.
06.0005 

Sub Kegiatan : 
Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan 
Penggandaan 
yang Disediakan 

Paket 1 Paket   
1 

Paket 
 Rp                                  
-  

1 
Paket 

 Rp              
21.612.000  

1 
Paket 

                   
21.612.000  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:         
  

  
 

  
   

    Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Amplop Dinas 
Blanko Dinas 
Buku Disposisi 
Dus Arsip Besar 
Honorarium 
Pejabat 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Honorarium 
Penanggungjaw
ab Pengelola 
Keuangan 
Jilid 
Penggandaan/Fo
tocopy 

      
1 
Paket 

  
1 
Paket 

          

    2.12.01.2.
06.0006 

Sub Kegiatan : 
Fasilitasi 
Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan 
Fasilitasi 
Kunjungan Tamu Laporan 

12 
Lapora

n 
  

12 
Lapor

an 

                    
75.000.000  

12 
Lapor

an 

                  
102.184.800  

12 
Lapor

an 

                 
177.184.800  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    
Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:             
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    Fasilitas 
kunjungan 
tamu 

Honorarium 
Penanggungjaw
ab Pengelola 
Keuangan 
Makanan dan 
Minuman Tamu 
Penggandaan/Fo
tocopy 

      

                

    2.12.01.2.
06.0007 

Sub Kegiatan : 
Penyelenggara
an Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraa
n Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Laporan 
12 

Lapora
n 

  
12 

Lapor
an 

                  
150.000.000  

12 
Lapor

an 

                  
300.000.000  

12 
Lapor

an 

                 
450.000.000  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:             
          

    Penyediaan 
Biaya 
Perjalanan 
Dinas Dalam 
Negeri 

Jumlah Paket 
Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri 

     1   1 

          

    2.12.01.2.
07 

Kegiatan : 
Pengadaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penujang 
Urusan 
Pemerintah 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
sarana 
prasarana 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
sesuai RKBMD 

Persen 100% 100% 100% 
 Rp              
89.989.400  

100% 
 Rp            
454.941.900  

100% 
 Rp          
544.931.300  

    

    2.12.01.2.
07.0001 

Sub Kegiatan : 
Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Unit 
Kendaraan Dinas 
Perorangan 
Dinas atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Unit N/A   1 Unit 
 Rp                                  

-  
1 Unit 

 Rp                                  
-  

1 Unit 
 Rp                                
-  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:                 
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    Penyediaan 
Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Tersedianya 
Unit Kendaraan 
Dinas 
Perorangan atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan Kadis, 
Sekdis 

      1   1     

      

    2.12.01.2.
07.0002 

 Sub Kegiatan : 
Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Unit  
Kendaraan Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
Yang Disediakan 

Unit N/A   1 Unit 
 Rp                                  

-  
1 Unit 0 1 Unit 

 Rp                                
-  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:                 
      

    Penyediaan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 

Mobil Pelayanan 
+ Karoseri 

      1               

      Motor 
Pelayanan + 
Karoseri 

      5   5           

    2.12.01.2.
07.0006 

Sub Kegiatan : 
Pengadaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Unit 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

Unit 
69  

Unit 
  

40 
Unit 

                    
89.989.400  

  
                  
454.941.900  

  
 Rp          
544.931.300  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:       
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Laptop 
Mesin Anjungan 
Disdukcapil 
Mandiri (ADM) 
Pengadaan 
Komputer 
Pengadaan AC 
Split 
Perangkat 
Perekaman dan 
Pencetakan KTP-
el 
Printer                                                                
AC 
Fortable                                              
Printer Fargo (E-
KTP)                    
Printer Evolis 

      

  

              

    2.12.01.2.
08 

Kegiatan : 
Penyediaan 
Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
pemenuhan 
penyediaan jasa 
penunjang 
urusan 
pemerintahan 
daerah 

% 100% 100% 100% 
              
1.616.444.90
0  

100% 
               
1.616.444.84
8  

100% 
             
3.232.889.7
48  

    

    2.12.01.2.
08.0002 

Sub Kegiatan : 
Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

Laporan 
12 

Lapora
n 

  
12 

Lapor
an 

                  
275.412.600  

12 
Lapor

an 

                  
275.412.520  

12 
Lapor

an 

                 
550.825.120  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:             
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Pembayaran 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Belanja Air 
Belanja 
Kawat/Faxsimili/
Internet/Pos 
Belanja Listrik 
Belanja Surat 
Kabar/Majalah 
Belanja Telepon 
Penggandaan/Fo
tocopy 

      1   1 

          

    2.12.01.2.
08.0004 

Sub Kegiatan : 
Penyediaan 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor 
yang Disediakan 

Laporan 
12 

Lapora
n 

  
12 

Lapor
an 

              
1.341.032.30
0  

12 
Lapor

an 

               
1.341.032.32
8  

12 
Lapor

an 

             
2.682.064.6
28  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:            
          

    

Belanja Jasa 
Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Belanja Jasa 
Tenaga 
Informasi dan 
Teknologi 
Belanja Jasa 
Tenaga 
Keamanan 
Belanja Jasa 
Tenaga 
Kebersihan 
Belanja Jasa 
Tenaga Supir 
Belanja Pakaian 
Dinas 
Belanja Pakaian 
Kerja Satpam 
Belanja Premi 
BPJS Kesehatan 
Belanja Sepatu 
Harian (PDH) 

      1   1 
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    2.12.01.2.
09 

Kegiatan : 
Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Persentase 
Barang Milik 
Daerah lingkup 
perangkat 
daerah 
berkondisi baik 

% 100% 100% 100% 
                  
204.740.000  

100% 
                  
563.131.200  

100% 
                 
767.871.200  

    

    2.12.01.2.
09.0002 

Sub Kegiatan : 
Penyediaan 
Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, 
Pajak dan 
Perizinan 
Kendaraan 
Dinas atau 
Lapangan 

 Jumlah 
Kendaraan Dinas 
Operasional 
atau Lapangan 
yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajak dan 
Perizinannya 

Unit 22 Unit   

  

                  
154.740.000  

  

                  
154.740.000  

  

                 
309.480.000  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:             
          

    
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan 
Roda 4 

Jumlah 
Pemeliharaan 
dan Pajak 
Kendaraan Roda 
4 

Unit     5   5 

          

    Pajak 
Kendaraan 
Roda 2 

Jumlah Pajak 
Kendaraan Roda 
2 

unit     17   17 
          

      Belanja Bahan 
Bakar dan 
Pelumas 
Belanja Pajak 
Kendaraan 
Belanja 
Pemeliharaan 
Alat Angkutan-
Alat Angkutan 
Darat Bermotor-
Kendaraan 
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Bermotor 
Penumpang 
Honorarium 
Penanggungjaw
ab Pengelola 
Keuangan 
Penggandaan/Fo
tocopy 

    2.12.01.2.
09.0009 

Sub Kegiatan 
:Pemeliharaan 
/ Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Kantor 

 Jumlah Gedung 
Kantor dan 
Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direh
abilitasi 

Unit 1 Unit   1 Unit 
 Rp                                  
-  

% 
 Rp            
234.296.000  

1 Unit 
                 
234.296.000  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:         
  

  
  

  
      

    Pelaksanaan 
Pemeliharaan 
dan 
Rehabilitasi 
Gedung dan 
Bangunan 
Kantor 

Biaya 
pemeliharaan 
gedung dan 
bangunan 1000 
meter 

      

1 
Paket   

1 
Paket           

    2.12.01.2.
09.00010 

Sub Kegiatan : 
Pemeliharaan/
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

 Jumlah sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya yang 
Dipelihara/Direh
abilitasi 

Unit       
                    
50.000.000  

  
                  
174.095.200  

  
                 
224.095.200  

Disdukc
apil 

Kota 
Bogor 

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:            
          

    Belanja 
Pemeliharaan/
Rehabilitasi 

Jumlah 
Pemeliharaan 
printer 

unit     83   83 
          



17 
 

    Sarana dan 
Prasarana 
Gedung Kantor 
atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah 
Pemeliharaan  
Komputer 

unit     127   127 
          

    Jumlah 
Pemeliharaan 
Genset 

unit     2   2 
          

    Jumlah 
Pemeliharaan 
AC 

unit     35   35 
          

    Jumlah 
Pemeliharaan 
Sound System 

unit     4   4 
          

    Jumlah 
Pemeliharaan 
Pencacah Kertas 

unit     2   2 
          

    Honorarium 
Pejabat 
Pengadaan 
Barang/Jasa 
Pemeliharaan 
Genset 
Pemeliharaan 
Kendaraan Dinas 
Pemeliharaan 
Sarana Kantor 
Pemeliharaan 
Server 

      

                

                                

Terpenuhin
ya hak 
masyarakat 
untuk 
mendapatk
an 
Legalitas 
kependudu
kan 

    Persentase 
pemenuhan 
identitas 
kependudukan 

% 99,01% 99,10% 
99,20

% 
  

99,30
% 

  
99,30

% 
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  Meningkatnya kualitas pelayanan 
penerbitan dan pemanfaatan 
dokumen kependudukan 

Persentase 
Penduduk wajib 
KTP yang 
memiliki E KTP 

% 99,31% 
100,00

% 
100,0

0% 
  

100,0
0% 

  

100,0
0% 

      

  Persentase 
Anak yang 
memiliki KIA 

% 64,79% 70,10% 
82,00

% 
  

84,00
% 

  

84,00
% 

      

  Persentase 
Penduduk yang 
memiliki Akta 
Kelahiran 0-18 
tahun 

% 96,51% 98,00% 
99,20

% 

  

99,50
% 

  

99,50
% 

      

  Persentase 
pemanfaatan 
data agregat 
kependudukan 
dan pencatatan 
sipil 

% 63,89% 63,89% 
66,67

% 
  

69,44
% 

  
69,44

% 

      

    

2.12.02 

Program : 
PENDAFTARA
N PENDUDUK 

1. Persentase 
Penduduk yang 
memiliki Kartu 
Keluarga  

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,0

0% 

              
1.700.000.00
0  

100,0
0% 

               
1.819.540.00
0  

100,0
0% 

             
3.669.540.0
00  

    

    

  

2. Persentase 
cakupan 
perekaman E 
KTP 

% 99,31% 
100,00

% 
100,0

0% 
  

100,0
0% 

  

100,0
0% 

      

    

2.12.02.2.
01  

Kegiatan : 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Persentase 
dokumen 
administrasi 
kependudukan 
yang diterbitkan 
sesuai dengan 
SOP. 

% N/A N/A 80% 
                                        
-  

85% 
                     
19.540.000  

85% 
                   
19.540.000  
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    2.12.02.2.
01.0001 

Sub Kegiatan : 
Pendataan 
Penduduk Non 
Permanen dan 
Rentan 
Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pendataan 
Penduduk Non 
Permanen dan 
Rentan 
Administrasi 
Kependudukan 

Dokumen N/A   
2 
Doku
men 

                                        
-  

2 
Doku
men 

                       
9.770.000  

2 
Doku
men 

                     
9.770.000  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
                  

    

    Belanja makan 
minum dan 
lembur non 
ASN untuk 
pelayanan 
keliling dan 
jemput bola 
non permanen 
dan kaum 
rentan 

Pemutakhiran 
Data Penduduk 

      

1500 
orang   

2000 
orang   

2000 
orang 

                                       
-      

    2.12.02.2.
01.0002 

Sub Kegiatan : 
Pencatatan, 
Penatausahaa
n dan 
Penerbitan 
Dokumen atas 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah 
Dokumen  
Pencatatan, 
Penatausahaan 
dan Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pendaftaran 
Penduduk 

Dokumen 
2 

Dokum
en 

  
2 

Doku
men 

 Rp                                  
-  

2 
Doku
men 

 Rp                 
9.770.000  

2 
Doku
men 

                     
9.770.000  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
                  

    

    Belanja makan 
minum dan 
lembur non 
ASN untuk 
pelayanan 
keliling dan 
jemput bola 
KIA, KK, KTP 

Kepemilikan 
KTP, KK dan KIA 

      

1500 
orang   

2000 
orang   

2000 
orang 

                                       
-      
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    2.12.02.2.
01.0004 

Sub Kegiatan : 
Peningkatan 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Peningkatan 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Laporan 
1 

Lapora
n  

  
2 

Lapor
an  

                                        
-  

2 
Lapor

an  

                                        
-  

2 
Lapor

an  

                                       
-  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
                  

    

    Belanja makan 
minum dan 
lembur non 
ASN untuk 
pelayanan 
keliling dan 
jemput bola 
DFF, SOS 

Terlaksananya 
Pelayanan 
Keliling dan 
Jemput Bola 

      

2000 
orang   

3000 
orang   

3000 
orang       

                                

    

2.12.02.2.
03 

Kegiatan : 
Penyelenggara
an 
Pendaftaran 
Penduduk 

Persentase 
cakupan 
pelayanan 
administrasi 
kependudukan 

% 100% 100% 100% 
 Rp        
1.700.000.00
0  

100% 
 Rp        
1.800.000.00
0  

100% 
 Rp       
3.650.000.0
00  

    

    2.12.02.2.
03.0001 

Sub Kegiatan : 
Koordinasi 
Antar 
Lembaga 
Pemerintah 
dan Lembaga 
Non-
Pemerintah di 
Kabupaten/Ko
ta dalam 
Penertiban 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Hasil Koordinasi 
antar Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non-
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam 
Penertiban 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Laporan N/A   
10 

Lapor
an 

 Rp                                  
-  

15 
Lapor

an 

 Rp                                  
-  

15 
Lapor

an 

                 
150.000.000  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
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    Pelaksanaan 
koordinasi 
antar lembaga 
dalam 
pelayanan 
dokumen 
pendaftaran 
penduduk 

Tersedianya 
Laporan 
Koordinasi Antar 
Lembaga 
Pemerintah dan 
Lembaga Non-
Pemerintah di 
Kabupaten/Kota 
dalam 
Penertiban 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

      

                

    2.12.02.2.
03.0003 

Sub Kegiatan : 
Fasilitasi 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
pendaftaran 
penduduk 

Laporan 
1 

Lapora
n  

  
1 

Lapor
an  

              
1.700.000.00
0  

 1 
Lapor

an   

               
1.800.000.00
0  

1 
Lapor

an  

             
3.500.000.0
00  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
                  

    

    Penyediaan 
alat-alat 
penunjang 
penerbitan 
dokumen 
pendftaran 
penduduk 

Fargo HDP Film 

      100   100       

    

      Fargo Ribbon 
Color 

      500   500       
    

      Evolis Cleaning 
Kit 

      100   100       
    

      Evolis Ribbon 
Color 

      750   750       
    

      Fargo HID       50   50           

    2.12.02.2.
03.0005 

Sub Kegiatan : 
Sosialisasi 
Pendaftaran 
Penduduk 

Jumlah Laporan 
Hasil sosialisasi 
Pendaftaran 
Penduduk 

Laporan N/A   
6 
Lapor
an 

                                        
-  

 6 
Lapor
an  

                                        
-  

 6 
Lapor
an  

                                       
-  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
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    Pelaksanaan 
sosialisasi 
terkait 
pendaftaran 
kependudukan 

Tersedianya 
Laporan 
Sosialisasi 
Pendaftaran 
Penduduk 

      
100 
orang   

150 
orang           

                                

    

2.12.02.2.
04 

Kegiatan : 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Penyelenggara
an 
Pendaftaran 
Penduduk 

 Nilai kepatuhan 
standar 
pelayanan dari 
Ombudsman. 

% 93,48 96,09 97 
                                        
-  

98 
                                        
-  

98 
                                       
-  

    

    2.12.02.2.
04.0002 

Sub Kegiatan : 
pembinaan 
dan 
pengawasan 
terkait 
pendaftaran 
penduduk 

 Jumlah Laporan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

Laporan N/A   
12 

Lapor
an 

                                        
-  

12 
Lapor

an 

                                        
-  

12 
Lapor

an 

                                       
-  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
                  

    

    Pelaksanaan 
pembinaan 
kepada 
petugas 
penerbitan 
dokumen 
pendaftaran 
penduduk 

Tersedianya 
Laporan 
Pembinaan dan 
Pengawasan 
Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

      

50 
orang   

50 
orang     

                                       
-      

    2.12.02.2.
04.0004 

Sub Kegiatan : 
Bimbingan 
Teknis  terkait 
pendaftaran 
penduduk 

Jumlah Laporan 
Bimbingan 
Teknis Terkait 
Pendaftaran 
Penduduk 

Laporan N/A   
2 

Lapor
an 

                                        
-  

 2 
Lapor

an  

                                        
-  

2 
Lapor

an 

                                       
-  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
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    pelaksanaan 
Bimtek 
pendaftaran 
penduduk 

Terlaksananya 
Bimtek 
Pendaftaran 
Penduduk 

      
50 
orang   

50 
orang           

                                

    

2.12.03 

Program : 
PENCATATAN 
SIPIL 

1. Persentase 
Pendataan akta 
kelahiran 0-18 
Tahun 

% 96,51% 98,00% 
99,20

% 
                    
95.000.000  

99,50
% 

                  
228.978.500  

99,50
% 

                 
323.978.500  

    

    

  

   2. Persentase 
Rumah tangga 
yang memiliki 
Akte 
Perkawinan 

% 52,49% 55,00% 
65,00

% 

  

70,00
% 

  

70,00
% 

      

    

2.12.03.2.
01 

Kegiatan : 
Pelayanan 
Pencatatan 
Sipil 

Persentase 
dokumen 
pencatatan sipil 
yang diterbitkan 
sesuai dengan 
SOP. 

% N/A N/A 
80,00

% 
                    
15.000.000  

85,00
% 

                  
112.840.000  

85,00
% 

                 
127.840.000  

    

    2.12.03.2.
01.0001 

Sub Kegiatan : 
Pencatatan, 
Penatausahaa
n dan 
Penerbitan 
Dokumen atas 
Pelaporan 
Peristiwa 
Penting 

Jumlah 
Dokumen Hasil 
Pencatatan, 
Penatausahaan 
dan Penerbitan 
Dokumen Atas 
Pelaporan 
Peristiwa 
Penting 

Dokumen 
12 

Dokum
en 

  
558 

Doku
men 

                    
15.000.000  

565 
Doku
men 

                     
77.550.000  

565 
Doku
men 

                   
92.550.000  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:                   
    

    Cetak Buku 
Register 

Jumlah Buku 
Register 

Buku     558   565   565 
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    2.12.03.2.
01.0002 

Sub Kegiatan : 
Peningkatan 
dalam 
Pelayanan 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Layanan 
Pencatatan Sipil 
yang 
Ditingkatkan 

Layanan 
1 

Layana
n 

  
504 

Layan
an 

                                        
-  

576 
Layan

an 

                     
35.290.000  

576 
Layan

an 

                   
35.290.000  

    

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:                   
    

    Penyediaan 
Makan dan 
Minum Tim 
Pelayanan 
Keliling 
Jemput Bola 
(Non ASN) 

Jumlah Paket 
Makan dan 
Minum Tim 
Pelayanan 
Keliling Jemput 
Bola 

Paket     1   1   1   

    

    
2.12.03.2.
02 

Kegiatan : 
Penyelenggara
an pencatatan 
sipil 

 Persentase 
Penyelenggaraa
n Pencatatan 
Sipil 

% 100% 100% 100% 
 Rp              
80.000.000  

100% 
 Rp            
116.138.500  

100% 
 Rp          
196.138.500  

    

    

2.12.03.2.
02.0006 

Sub Kegiatan : 
Fasilitasi 
terkait 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Laporan 
Hasil Fasilitasi 
Pencatatan Sipil Laporan 

1 
Lapora

n 
  

1 
Lapor

an 

                    
80.000.000  

1 
Lapor

an 

                  
116.138.500  

1 
Lapor

an                  
196.138.500      

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:       
                

    Cetak Formulir 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Formulir 
Pencatatan Sipil Rim     600 

  
620 

          

                              

    2.12.03.2.
02.0008 

Sub Kegiatan : 
Sosialisasi 
Terkait 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Laporan 
Hasil Sosialisasi 
Pencatatan Sipil Laporan N/A   

1 
Lapor

an 

                                        
-  

1 
Lapor

an 
0 

2 
Lapor

an 
35000000 
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      Tersedianya 
Laporan Hasil 
Sosialisasi 
Pencatatan Sipil 

      

                

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:       
                

    Pelaksanaan 
Sosialisasi 
Layanan 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah 
Sosialisasi 
Layanan 
Pencatatan Sipil 

Kegiatan     1   1   1   

    

    

2.12.03.2.
03 

Kegiatan : 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Penyelenggara
an Pencatatan 
Sipil 

 Nilai kepatuhan 
standar 
pelayanan dari 
Ombudsman. % 93,48 96,09 

97 

 Rp                                  
-  

98 
 Rp                                  

-  
98 

 Rp                                
-  

    

    2.12.03.2.
03.0004 

Sub Kegiatan : 
Bimbingan 
Teknis Terkait 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Laporan 
Hasil Bimbingan 
Teknis 
Pencatatan Sipil 

Laporan N/A   
Lapor

an 
                                        
-  

Lapor
an 

                                        
-  

Lapor
an 

                                       
-      

      Tersedianya 
Bimtek 
Pencatatan Sipil 

      
                

    Rincian 
aktivitas: 

Rincian output:       
                

    Pelaksanaan 
Bimtek 
Pencatatan 
Sipil 

Jumlah Peserta 
Pelaksanaan 
Bimtek 
Pencatatan Sipil 

orang     30   30 
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2.12.04 

Program : 
PENGELOLAA
N INFORMASI 
ADMINISTRAS
I 
KEPENDUDUK
AN 

Persentase 
penyajian data 
kependudukan 
yang diperlukan 
OPD sesuai 
dengan SOP 
Kerjasama 
Pemanfaatan 
Data 

% 52% 52% 61% 
 Rp              
80.000.000  

70% 
 Rp            
340.376.400  

70% 
 Rp          
420.376.400  

    

    

2.12.04.2.
01 

Kegiatan : 
Pengumpulan 
Data 
Kependuduka
n dan 
Pemanfaatan 
Dan Penyajian 
Database 
Kependuduka
n 

Jumlah data 
administrasi 
kependudukan 
yang 
disediakan, 
disajikan diolah 
dan 
dimutakhirkan 
secara berkala 
dalam sistem 
informasi 
administrasi 
kependudukan 

Data N/A N/A 10 
 Rp                                  
-  

15 
 Rp            
237.916.400  

15 
 Rp          
237.916.400  

    

    2.12.04.2.
01.0002 

Sub Kegiatan : 
Kerjasama 
Pemanfaatan 
Data 
Kependudukan 

 Jumlah 
Dokumen Kerja 
Sama 
Pemanfaatan 
Data 
Kependudukan 

Dokumen N/A     
 Rp                                  
-  

  
 Rp              
95.276.400  

  
 Rp             
95.276.400  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
                

 Rp                                
-      

    Pelaksanaan 
Kerjasama 
sosialisasi 
pelayanan 
melalui 
publikasi 
media 

Publikasi Media 

Paket     15   15     
 Rp                                
-  
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    2.12.04.2.
01.0003 

Sub Kegiatan : 
Inventarisasi 
Data untuk 
Kepentingan 
Pembangunan 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Hasil 
Inventarisasi 
Data untuk 
Kepentingan 
Pembangunan 
Daerah 

Laporan 
1 

Lapora
n 

    
 Rp                                  
-  

  
 Rp            
142.640.000  

  
 Rp          
142.640.000  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
      

                

    Pelaksanaan 
pelayanan dan 
penyajian data 
melalui 
aplikasi 

Pengembangan 
dan 
pemeliharaan 
aplikasi Pakuan 
Prima dan 
Sitanduk 
Wilayah 

Aplikasi     

2   2           

    

2.12.04.2.
03 

Kegiatan : 
Penyelenggara
an 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependuduka
n 

Jumlah institusi 
dan stakeholder 
yang 
memanfaatkan 
data 
kependudukan 

Institusi 
5 

Institus
i 

  
10 
Institu
si 

 Rp              
80.000.000  

15 
Institu
si 

 Rp            
102.460.000  

15 
Institu
si 

 Rp          
182.460.000  

    

    2.12.04.2.
03.0005 

Sub Kegiatan : 
Sosialisasi 
terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Jumlah Laporan 
Hasil Sosialisasi 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Laporan N/A     
 Rp                                  
-  

  
 Rp                                  
-  

  
 Rp                                
-  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
                

 Rp                                
-  

    

    Pelaksanaan 
sosialisasi 
pelayanan 
adminduk 
melalui media 
cetak 

Brosur 
Poster 
X Banner 

Buah     
10000 
500 
1000   

15000 
1000 
2000   

  
 Rp                                
-  
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    2.12.04.2.
03.0007 

Sub Kegiatan : 
Komunikasi,   
Informasi,   
dan   Edukasi   
kepada 
Pemangku 
Kepentingan 
dan 
Masyarakat 

Jumlah Data 
Kependudukan 
yang akurat dan 
dapat 
dipertanggungja
wabkan 

Dokumen 
12 

Dokum
en 

    
 Rp              
80.000.000  

  
 Rp            
102.460.000  

  
 Rp          
182.460.000  

    

    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
      

                

    Pelaksanaan 
sosialisasi 
pelayanan 
adminduk 
melalui media 
cetak 

Tersedianya 
Arsip Digital 

Aplikasi N/A   

1   1           

    

2.12.04.2.
04 

Kegiatan : 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Pembinaan 
dan 
Pengawasan 
Terkait 
Pengelolaan 
informasi 
kependuduka
n 

 Nilai kepatuhan 
standar 
pelayanan dari 
Ombudsman. 

Nilai 93,48 96,09 97 
 Rp                        
-  

98 
 Rp                        
-  

98 
 Rp                       
-  

    

    2.12.04.2.
04.0003 

Sub Kegiatan : 
Bimbingan 
Teknis Terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
dan 
Pendayagunaa
n Data 
Kependudukan 

Jumlah Laporan 
Hasil Bimbingan 
Teknis Terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
dan 
Pendayagunaan 
Data 
Kependudukan 

Laporan N/A   
2 
Lapor
an 

 Rp                                  
-  

2 
Lapor
an 

 Rp                                  
-  

  
 Rp                                
-  
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    Rincian 
Aktifitas: 

Rincian Output: 
      

                

    Pelaksanaan 
Bimtek terkait 
pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Terlaksananya 
Bimtek Terkait 
Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 
dan 
Pendayagunaan 
Data 
Kependudukan 

Orang N/A   100   100       
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BAB 7 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

7.1 Penetapan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran 

Renstra (Indikator Kinerja Utama) Disdukcapil Tahun 2025-2026 

Penetapan indikator kinerja Disdukcapil Kota Bogor mempunyai 

tujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan 

pencapaian tujuan dan sasaran Disdukcapil Kota Bogor untuk periode 

2025-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran RPJMD. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaiian 

indikator outcome program Penataan Administrasi Kependudukan 

sebagaimana dalam tabel berikut 

Tabel 7.1 (TC-28) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang 

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 

No Indikator Data 

Capaian 

pada Tahun 

Awal 

Perencanaan 

(2022) 

Target Capaian 

Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada 

akhir 

periode 

RPD 

2025 2026 

1 Nilai SAKIP di 

lingkup Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Bogor 

84.10 85.00 87.00 87.00 

 Survey Kepuasan 

Masyarakat di 

lingkup Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kota Bogor 

92.55 93.00 93.30 93.30 
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 Persentase 

Penduduk wajib KTP 

yang memiliki E KTP 

99.30% 100% 100% 100% 

 Persentase Anak 

yang memiliki KIA 

64.79% 82% 85% 85% 

 Persentase 

Penduduk yang 

memiliki Akta 

Kelahiran 0-18 

tahun 

96.51% 99.10% 99.20% 99.20% 

 Persentase 

pemanfaatan data 

agregat 

kependudukan dan 

pencatatan sipil 

63.89% 65% 70% 70% 

 

Tabel 7.2 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Disdukcapil Kota Bogor 

No 

Aspek/ Fokus/ 

Bidang Urusan/ 

Indikator Kinerja 

Pembangunan 

Daerah 

Satuan 

Kondisi 

kinerja 

pada awal 

periode 

RPD 

Target capaian setiap 

tahun 

Kondisi kinerja 

pada akhir 

periode RPD 

Tahun 2022 2025 2026 2026 

1 
Rasio 

Ketergantungan 
Persen  43.52 43.81 43.81 

2 

Rasio Penduduk ber-

KTP persatuan 

penduduk 

Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 

3 
Rasio Bayi berakte 

Kelahiran 
Rasio 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 
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4 
Rasio Pasangan 

Berakte Nikah 
Rasio 1 : 1 1:0,65 1:0,7 1 : 0.7 

5 

Ketersediaan 

database 

kependudukan skala 

kota 

ada/tidak Ada Ada Ada Ada 

6 

Penerapan KTP 

Nasional berbasis 

NIK 

sudah/ 

belum 
Sudah Sudah Sudah Sudah 

7 

Cakupan Penerbitan 

Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) 

Persen 99.01% 100 100 100 

8 
Cakupan Penerbitan 

Akta Kelahiran 
Persen 96.51% 100 100 100 

9 

Cakupan Pasangan 

non muslim Berakte 

Kawin 

Persen 

52.49% 65 70 70 

10 

Penyajian data 

kependudukan skala Kota 

dalam satu tahun 

Persen 

 50 60 60 

11 

Pemanfaatan Data 

Kependudukan 

Persen 

 50 60 60 

12 

Perekaman KTP 

elektronik 

Persen 

 25 35 35 

13 

Persentase anak usia 0-

17 tahun kurang 1 (satu) 

hari yang memiliki KIA 

Persen 

 25 35 35 

14 

Kepemilikan akta 

kelahiran 

Persen 

 25 35 35 
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15 

Jumlah OPD yang telah 

memanfaatkan data 

kependudukan 

berdasarkan perjanjian 

kerjasama 

Persen 

 25 35 35 
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BAB 8 

PENUTUP 

 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025-2026 mengacu pada RPD Kota 

Bogor yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. 

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjawab dan 

memfokuskan Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bogor menghadapi tantangan penertiban dan penataan administrasi 

kependudukan di Kota Bogor. 

Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat menjadi acuan 

dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Disdukcapil 

Kota Bogor selama 2025-2026 ke depan. Semoga upaya Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam dua tahun dapat 

lebih terarah dan terukur. 

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra)  ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 

atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya tujuan dan Sasaran RPD 

Pemerintah Kota serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bogor dalam upaya mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALI KOTA BOGOR, 

Ttd. 

BIMA ARYA 


